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ABSTRAK

Nama : Nadiatul Husna

NIM : 180102181

Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari’ah
Judul - Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Multi Akad

Pada Gadai (Studi Kasus Gampong Blang Mane Dua
Meunasah, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten

Bireuen)
Tanggal Sidang : 21 Desember 2022
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing | : Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A
Pembimbing 11 : Bukhari, S.Ag., M.A
Kata Kunci : Hukum Islam, Multi Akad, Gadai.

Gadai merupakan salah satu jalan pintas bagi seseorang untuk mencukupi
kebutuhannya. Begitu juga praktik gadai yang terjadi di Gampong Blang Mane
Dua Meunasah, sawah yang digadaikan pada umumnya akan digarap oleh pihak
murtahin dengan cara menyewa sawah tersebut, ada juga yang dibagi dua atau
sepertiga dengan sistem bagi hasil yang tergolong ke dalam akad mukhabarah.
Sehingga dalam hal ini sangat tampak adanya pelaksanaan multi akad (rahn dan
mukhabarah). Penelitian ini memuat rumusan masalah pertama, bagaimana
praktik multi akad pada gadai sawah yang terjadi di Gampong Blang Mane Dua
Meunasah  Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen. Kedua,
bagaimana hukum praktik multi akad pada gadai sawah di Gampong Blang
Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen
menurut hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research) dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik
pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai yang terjadi di Gampong Blang
Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen
terdapat multi akad, yaitu rahn dan mukhabarah. Hal ini terjadi karena pihak
rahin menggadaikan sawahnya ke pihak murtahin sebagai jaminan hutang.
Pihak rahin dan murtahin melakukan kerjasama untuk menggelola sawah
tersebut, pihak rahin yang mengelola sedangkan pihak murtahin yang
memberikan modal, hasil panen dari sawah gadai itu dibagi 1/3 untuk murtahin,
dan 2/3 untuk rahin. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik
multi akad pada gadai sawah yang terjadi di Gampong Blang Mane Dua
Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen menurut
perspektif hukum Islam adalah sah, karena praktik multi akad tersebut tidak
mengantarkan kepada hal yang diharamkan, seperti riba, gharar, penipuan dan
sebagainya.
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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
huruf.Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian
dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf

dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf

Latin:

Huruf Nama Huruf Nama Huruf NAG Huruf Nama
Arab Latin Arab Latin

tidak | tidak te

| Alif | dilamba | dilamba | & @ p | (dengan

ngkan | ngkan ’ , titik di

bawah)

zet

_ ) (dengan

< Ba’ B Be b za z o

titik di

bawah)

Koma

- Ta T Te d ‘ain j terbalik

(di atas)
es

< Sa’ g | (dengan ¢ Gain G Ge
titik di
atas)

z Jim J Je < Fa’ F Ef
ha

., (dengan " _ i

c | Ha b tikdi | Qaf 1 Q Ki
bawah)
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ka dan
_, 8 _
d Kha Kh ha Kaf Ka
3 Dal D De J Lam El
zet
. . . (dengan -
3
Zal Z titik di 3 Mim Em
atas)
) Ra’ R Er o Nin En
B) Zai Z Zet 9 Wau We
o Sin S Es A Ha’ Ha
. _ es dan Hamz
o> Syin Sy Y- s ah Apostrof
€s
| sad g | |engang var Ye
’ N titik di i
bawah)
de
. (dengan
o | Badd
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat,

adapun transliterasinya sebagai berikut:



Tanda Nama Huruf Latin Nama
Fathah A A
Kasrah I I
& Dammah U U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat
dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama
Eliese fathah dan ya’ Ai adani
95... fathah dan wau Au adanu
Contoh:

& - kataba

J:.; - fa’ala

; > -zukira

LAk -yazhabu

e -suila
S - kaifa
J  -haula

3. Maddah

Maddah atau vokalpanjang yang lambangnyaberupaharkatdan huruf,
transliterasinyaberupahuruf dan tanda, yaitu:




Harkat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
‘5./. . fathah dan alifatau ya’ a a dan garis di atas
s kasrah dan ya’ i i dan garis di atas
. dammah dan wau u u dan garis di atas
Contoh:
N[ - qala
= - rama
JE -qila

3}2-: - vaqiilu

4. Ta’ marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua:

1) Ta’ marbutahhidup

ta’ marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatkah, kasrah dan

dammah, transliterasinya adalah ‘t’.

2) Ta’ marbutah mati

ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah “h’.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya za” marbutah diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
il - talhah
Jubﬁ\iw - raud ah al-atfal
- raud atul atfal
B AR - al-Madinatul al-Munawwarah

- al-Madinatul-Munawwarah
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5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan

sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang

diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Sy - rabbana
J%  -nazala
ﬂg\ - al-birr

o -al-hajj

o -nu’ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu (d\), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf

gamariyyabh.

1)

2)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang vyang diikuti oleh huruf syamsiyyah
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan
huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang
itu.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah

Kata sandang vyang diikuti oleh huruf gamariyyah
ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai

dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf
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gamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan

dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
QN - ar-rajulu
e - as-sayyidatu
Jpazd) - asy-syamsu
;.13)\ - al-galamu
ad) - al-badi ‘u
M aljalalu
7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.

Contoh:
oty -
H5ds € - ta’ khuzina
¢34l - an-nau’
tord - syai’un
¥ - inna
2
2, F -
%l - umirtu
1 - akala

8. Penulisan kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
Xiii



dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.

Contoh:

&;)@‘93-51 Ajéél/ - Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin

Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
Ol iglengésts - Fa auf al-kaila wa al-mizan
Fa auful-kaila wal- mizan
R LRI - Ibrahim al-Khalil
Ibrahimul Khalil
s Wosplal2 e - Bismillahi majraha wa mursah
e b O Lo ds - Walillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti
3"*% ) zUG«wv‘ & - Man istata ‘a ilahi sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

ATy — 17—
Jegyl w2 G - Wa ma Muhammadun illa rasul
o Wae el 230 - Innaawwala baitin wud i ‘a linndsi

/j oo & J-IJ - lallazt bibakkata mubarakkan
e Y L $385 - Walagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin

Wa lagad ra’ahu bil-ufugil-mubni
Xiv



u“wj Al é)j 5& ded - Alhamdu lillahi rabbi al- ‘alamin
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital

tidak dipergunakan.

Contoh:
C» “C..e A Fpanial - Nasrun minallahi wa fathun garib
e 523 & - Lillahi al-amru jamz‘an
ke ool ‘/} s 4 - Wallaha bikulli syai ‘in ‘alim
10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan llmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.

Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia

tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Multi akad menurut bahasa Arab adalah a/- ‘ugud al-murakkabah yang
berarti akad ganda (rangkap). Al- ‘uguid al-murakkabah terdiri dari dua kata,
yaitu al-‘ugud (bentuk jamak dari al-‘aqd) dan al-murakkabah. Kata al ‘agd
secara etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian.
Sedangkan secara terminologi al ‘agd berarti mengadakan perjanjian atau ikatan
yang mengakibatkan munculnya kewajiban.! Transaksi multi akad adalah
transaksi yang di dalamnya terdapat lebih dari satu jenis akad, baik secara timbal
balik (mutaqgabil) atau hanya sekedar penggabungan beberapa akad dalam satu
transaksi (mujtami’).?

Secara umum penjelasan tentang multi akad tertera dalam Alquran surat
al-Ma’idah ayat 1 yang berbunyi :

B VARGIL @7 2000 LA A Se o BB DE0
... 0.0050RD ¢ are R BS0ODer 000

Wabhai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad. ..

Dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar
memenuhi akad-akad yang dibuat di antara mereka. Lafadz ‘agd di atas
disebutkan secara universal, tidak menunjuk pada akad tertentu. Maksudnya,
secara prinsip, seluruh akad diperbolehkan oleh Allah serta orang mukmin harus

memenuhi akad itu.®

L“Abdullah Al-lmrani, al-‘Uqud al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasah Fighiyah
Ta’siliyyah wa Tatbiqiyyah (Riyadh: Esbelia, 1431 H), him. 43-44.

2Abbas Arfan, Tipologi Multi Akad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-
Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori dan Batasan Multi Akad Al-Imrani, (Malang:
Fakultas Syariah, 2015), him. 18-19.

3A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan
Masalah, (Jakarta: Kencana, Cet 11, 2007), him. 130

1



Harahap mengemukakan bahwa al- Jashash menafsirkan surat al-
Ma’idah ayat 1 tersebut bahwa orang-orang mukmin dituntut penuhi akad- akad,
yakni akad jual beli, sewa menyewa, pernikahan, dan segala hal yang disebut
dengan akad. Ketika terjadi perselisihan antara boleh atau tidaknya suatu akad,
sah dan berlakunya suatu nadzar, ayat di atas dapat dijadikan dalil, karena
keumuman ayat menunjukkan maka ayat ini bisa digunakan sebagai Aujjah
karena keumuman ayat ini menyatakan kebolehan segala macam akad tanggung
(kafalah), sewa menyewa (ijarah), jual beli (bai’) dan sebagainya.*

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari
masing-masing akad yang tergabung dalam multi akad tersebut. Seperti akad
bai’ dengan akad salaf, akad tersebut dilarang oleh Nabi SAW. Larangan
menghimpun salaf dan bai’ dalam satu akad untuk mencegah jatuh kepada yang
diharamkan berupa transaksi ribawi. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri
sendiri-sendiri, maka baik akad bai’ maupun salaf hukumnya boleh.> Dapat
disimpulkan bahwa hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum
akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya
adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu
terhimpun dalam satu transaksi.

Diskursus tentang keabsahan multi akad sangat menarik untuk diteliti
karena banyaknya perbedaan pendapat yang muncul di dalamnya. Beberapa
hadis Nabi secara lahiriah (ma’na zhahir) menunjukkan larangan pemakaian
multi akad. Dalam hadis Nabi secara jelas dinyatakan tiga wujud multi akad
yang dilarang, yakni multi akad dalam jual beli dan pinjaman, dua akad jual beli
dalam satu akad jual beli serta dua transaksi dalam satu transaksi.

Dalam hadis riwayat Imam Malik dari Malik, Rasulullah SAW bersabda

“Raja Sakti Putra Harahap, “Hukum Multi Akad dalam Transaksi Syari’ah”, Jurnal al-
Qasd Islamic Economic Alternative 1, Vol. 1, No. 1, Agustus 2019, him. 44.

SFetri Fatorina, “Analisis Konsep Multi Akad Dalam Fatwa DSN-MUI Dalam
Perspektif Ulama Figh”, (Tesis), Pascasarjana IAIN Purwokerto, 2015, hal. 69.
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Bersumber dari Malik; sesungguhnya dia mendengar bahwa Rasulullah
SAW melarang dari sebuah akad jual beli dan pesanan. Penjelasannya
demikian: seseorang bilang kepada orang lain: “Aku ambil barangmu
sekian dan sebagai imbalannya kamu meminjamkan aku ini dan ini”,
maka akad jual beli yang seperti itu jelas tidak boleh, kecuali kalau tidak
ada syarat meminjamkan. (HR. Imam Malik).

Hadis Rasulullah yang lain, yaitu hadis riwayat al-Bukhari dari Aisyah

berbunyi :
W2 S 2 &0a8 STy Ll 3 ehind Sls 535 Ohatse Eous
L3545 55855 el el OF 1R 08 sl ) el - akse d 26
Jaadlh olle o O e 8y es 5l Gl Gy S SN Bl

w\

B J”/ JLZ_; (’,.quj 5‘3‘1}’ &) j.:p &) /}L}S y u;.ka o Jij d° 39

Jo a1 dys g@‘é[jug&;i&ﬁ ‘yjj\uugw L) ;,qupmk;ha
BRA o5 B ol 3 S byl L6 Je Jugg;/:@;m

E9s :9;-\ & Jaf,: L% PN u)‘dwba»\ utfgd.d

(sl amz 1)

L\.

’Aisyah r.a bercerita bahwa Barirah datang kepadanya minta dibantu
membayar kembali harga dirinya untuk merdeka. Karena Barirah belum
membayar sama sekali angsuran dirinya, maka ‘Aisyah berkata
kepadanya: “Kembalilah kepada majikanmu! Katakan jika mereka mau,
aku akan membayar pembebasanmu, dan hak wala’mu menjadi milikku.
“Barirah pun kembali dan memberitahukan keterangan ‘Aisyah kepada
majikannya, tetapi majikannya menolak jika hak wala’ itu diambil oleh

®Imam Malik bin Anas, al-Muwatta’ Imam Malik, terjemah KH. Adib Bisri Musthofa,
dkk. (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1993), him. 242-243.

"Muhammad Fu’ad bin Abdul Baqi, Hadist Shahih Bukhari Muslim, terjemahan Abu
Firly Bassam Taqiy, (Depok : Fathan Prima Media, 2013), him. 413.



‘Aisyah dan mereka berkata : “Jika ‘Aisyah mau membantumu, boleh
saja tetapi wala’mu tetap menjadi hak kami.” Ketika hal ini diceritakan
kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda kepada
‘Aisyah: “Belilah dan merdekakanlah! Sesungguhnya hak wala’ itu
hanya bagi orang yang memerdekakan.” Kemudian Rasulullah SAW
berdiri dan bersabda: “Mengapa ada orang-orang membuat syarat yang
tidak ada dalam kitab Allah? Siapa yang membuat syarat berlawanan
dengan kitab Allah, maka tidak sah meskipun seratus syarat. Maka syarat
yang ditetapkan Allah itulah yang hak dan kuat.” (HR al-Bukhari).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa seluruh akad, syarat, serta janji
dilarang apabila tidak sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan dalam Alquran
dan hadis Nabi. Maksudnya, akad yang dibolehkan hanyalah akad yang
dibolehkan oleh kedua sumber hukum tersebut. Kalangan Malikiyah
berpendapat bahwa multi akad itu adalah jalur keluar dan kemudahan yang
diperbolehkan serta disyariatkan selama memiliki khasiat dan tidak dilarang
dalam agama. Sebab hukum asalnya merupakan sahnya ketentuan untuk seluruh
akad sepanjang tidak berlawanan dengan agama serta berguna untuk manusia.®

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah, ulama
Syafi’iyah, dan Hambali mengemukakan bahwa hukum dari multi akad itu sah
dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Namun ulama berbeda pendapat
mengenai boleh dan tidak multi akad dalam satu transaksi.® Ulama yang
membolehkan multi akad beralasan bahwa hukum asal dari syarak merupakan
bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama tidak ada dalil yang
melarangnya, apabila terdapat dalil yang melarang, maka dalil itu tidak

diberlakukan secara umum, namun mengecualikan pada permasalahan yang

8Hasanudin Maulana, “Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer”, Jurnal al-
Igtishad, Vol. 11, No. 1, Januari 2011, him. 167.

°Ibid, him. 168.



diharamkan menurut dalil itu.!® Imam Malik mengatakan multi akad itu sah,
tetapi dilarang apabila menggabungkan dua akad yang sifatnya berbeda.!

Gadai (rahn) dibolehkan dalam Islam untuk saling tolong-menolong
antar sesama tanpa mengambil keuntungan dari rahin (orang yang meminjam).t?
Praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Blang Mane Dua Meunasah
Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen adalah pihak rahin
menjadikan sawahnya sebagai jaminan hutang. Sawah gadai tersebut tidak
dimanfaatkan oleh murtahin karena jaraknya yang jauh dengan tempat tinggal
murtahin. Beberapa bulan kemudian pihak rahin datang kembali kepada pihak
murtahin (pemberi hutang) untuk melakukan perjanjian baru. Sawah yang
digadaikan itu dari pada tidak dimanfaatkan, pihak raAin meminta kepada
murtahin untuk sama-sama mengelola sawah gadai tersebut sampai hutangnya
terlunasi.*® Pihak murtahin yang mencukupi bibit, pupuk, dan keperluan lainnya,
hal ini dikarenakan pihak murtahin yang jauh dengan lokasi sawah gadai
tersebut, sedangkan pihak rahin yang menggarapnya. Hasil panen dari sawah
gadai tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan antara rahin dan murtahin di
awal akad.'® Praktik ini dalam hukum Islam disebut dengan sistem bagi hasil
mukhabarah. Sehingga praktik gadai tersebut mengandung dua perjanjian dan
dua akad (multi akad), yang mana perjanjian pertama adalah akad rahn, dan
disusul dengan akad yang kedua yakni akad mukhabarah.

YBurhanuddin Susamto, “Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan
Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI)”, Al-lhkam: Jurnal Hukum dan Pranata
Sosial 11, Vol. 11, No. 1, Juni 2016, him. 209.

Himam Malik bin Anas, a/-Muwatta’ Imam Malik, terjemahan Muhammad Igbal
Qadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), him. 65.

2Ahmad Mufidin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah
(Studi Kasus Desa Warung Pring, Kec. Warung Pring, Kab. Pemalang),” (Skripsi), Fakultas
Syari‘ah, IAIN Purwokerto, Jawa Tengah, 2017, him. 5.

13Hasil wawancara dengan Ibu Reniwati, Murtahin pada praktik gadai sawah di Desa
Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen pada tanggal 25
April 2022.

14Hasil wawancara dengan Ibu Yuslina, Ranin pada praktik gadai sawah di Desa Blang

Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen pada tanggal 04 Mei
2022.



Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan
penelitian lebih lanjut terhadap penerapan multi akad pada gadai sawah yang
terjadi di Desa Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam
Kabupaten Bireuen. Masalah inilah yang mendorong penulis untuk melakukan
penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Multi Akad
Pada Gadai Sawah (Studi Kasus di Desa Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan

Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen)”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah di atas, dapat
dirumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah praktik multi akad pada gadai sawah yang terjadi di
Gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam
Kabupaten Bireuen?

2. Bagaimana hukum praktik multi akad pada gadai sawah di Gampong
Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten
Bireuen menurut hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini
adalah:

1. Untuk mengetahui praktik multi akad pada gadai sawah yang terjadi di
Gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam
Kabupaten Bireuen.

2. Untuk mengkaji bagaimana hukum praktik multi akad pada gadai sawah
yang terjadi di Gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan
Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen menurut hukum Islam.

D. Penjelasan Istilah
Untuk mempermudah dalam memahami istilah yang terdapat dalam
judul penelitian, maka perlu penjelasan istilah-istilah yang digunakan. Adapun

istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :



1. Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis berarti
penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya)
untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya,
dan sebagainya).’® Menurut Komaruddin, sebagaimana dikutip oleh Yuni
Septiani, dkk, analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu
keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda
komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu
keseluruhan yang terpadu.*®

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis
merupakan usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara
menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen
tersebut untuk dikaji lebih lanjut.

Analisis yang peneliti lakukan adalah tentang penerapan multi akad yang
terjadi pada gadai sawah di Gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan
Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen. Praktik gadai sawah tersebut telah
menggabungkan dua akad yang sifatnya berbeda, yakni akad rahn yang sifatnya
tolong-menolong dan akad mukhabarah yang sifatnya mengambil keuntungan.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah segala peraturan yang diciptakan oleh Allah SWT.
yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan-Nya,
hubungan sesama muslim, hubungan sesama manusia, serta hubungannya

dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan. Hukum islam

’KBBI, Pengertian Analisis, Diakses pada tanggal 24 April 2022 dari situs:
https://kbbi.web.id/analisis
Yuni Septiani, dkk, “Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik

Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual”, Jurnal
Teknologi dan Open Source, Vol. 3, No. 1, Juni 2020, him. 133.



https://kbbi.web.id/analisis

yaitu aturan yang berisi larangan, perintah dan terdapat sanksi, yang berdasarkan
Alguran dan hadis.t’
3. Multi akad
Multi akad adalah akad yang terjadi antara dua pihak untuk melakukan
transaksi muamalah dengan menggabungkan dua akad atau lebih yang berakibat
hak dan kewajiban dari masing-masing akad menjadi satu kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan.®
4. Gadai Sawah
Gadai dalam Islam disebut (rahn). Gadai (rahn) adalah menjadikan suatu
barang sebagai jaminan atau hutang dengan ketentuan bahwa apabila terjadi
kesulitan dalam pembayarannya maka hutang tersebut bisa dibayar dari hasil
penjualan barang yang dijadikan jaminan itu. Dalam hal ini sawah adalah
sebagai jaminan hutang/pinjaman yang dalam hukum Islam disebut marhun
(jaminan hutang).'®
Gadai sawah diartikan sebagai hubungan hukum antara seseorang
dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai dari
padanya. Selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh
pemegang gadai.?°
5. Rahindan murtahin
Rahin yaitu orang yang menggadaikan. Rahin harus orang yang telah
dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
Sedangkan murtahin adalah orang yang menerima gadai. Seperti bank atau
lembaga, atau sesame para pihak yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan

modal dengan jaminan barang (gadai).

"Muhammad Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), him. 61.

8Harun, “Multi Akad Dalam Tataran Figh”, Jurnal Suhuf , Vol. 30, No. 2 (2018), him.
179.

Safrizal, “Praktik Gala Umong (Gadai Sawah) Perspektif Syari’ah”, Jurnal llmiah
Islam Futura, Vol. 15, No. 2, Februari 2016, hIm. 236.

2Nur Ridwan Ari Sasongko, “Gadai Tanah/Sawah Menurut Hukum Adat dari Masa ke
Masa”, Jurnal Repertorium, Vol. 1, No. 2, November 2014, him. 19.



E. Kajian Pustaka

Dari penelusuran penulis, tidak banyak ditemukan hasil riset karya
ilmiah yang pernah dilakukan sebelumnya. Tiap riset yang dicoba pasti
didasarkan pada pengetahuan yang sudah ditemui sebelumnya. Hal ini
dimaksudkan supaya penulis membedakan antara penelitian penulis dan
penelitian orang lain. Begitu pula dalam riset ini, yaitu tentang “Analisis Hukum
Islam Terhadap Praktik Multi Akad Pada Gadai Sawah”, perlu dilakukan kajian
pustaka agar tidak terjadinya plagiasi dalam riset ini lewat judul yang diajukan.
Mengenai permasalahan-permasalahan dalam gadai sawah telah banyak diteliti,
namun tiap penelitian mempunyai ulasan yang berbeda. Ada pula penelitian-
penelitian lain yang terkait dengan riset ini, yaitu :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dara Maulina, mahasiswa Program
Studi (Prodi) Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI),
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul
“Pelaksanaan Sistem Gala Umong (Gadai Sawah) dan Dampaknya terhadap
Pendapatan RahAm (Studi Kasus di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh
Besar)”. Skripsi ini membahas tentang masyarakat Desa Meusale Lhok
menggunakan sistem gala umong dimana penggadai (rahin) tidak dapat
mengambil manfaat dari sawah yang digadaikan selama belum melunasi hutang,
sehingga hasil panen sepenuhnya menjadi milik penerima gadai (murtahin).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan gala umong
dalam tinjauan ekonomi Islam, dampak pelaksanaannya terhadap pendapatan
rahin, dan alasan-alasan pelaksanaan gala umong.?! Perbedaan yang mendasar
antara penelitian Dara Maulina dan penelitian ini terletak pada permasalahan
yang diangkat dalam penelitian. Penelitian Dara Maulina mengkaji tentang

pelaksanaan sistem gala umong (gadai sawah) dan dampaknya terhadap

ZDara Maulina, “Pelaksanaan Sistem Gala Umong (Gadai Sawah) dan Dampaknya
terhadap Pendapatan Rahin (Studi Kasus di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar)”,
(Skripsi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019, him. 40
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pendapatan rahin. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti hanya fokus mengkaji
tentang praktik multi akad pada gadai sawah yaitu akad rahn yang sifatnya
tolong-menolong dengan akad mukhabarah yang sifatnya mengambil
keuntungan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Samsul Rizal, mahasiswa Program studi
(Prodi) Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), UIN Ar-
Raniry Banda Aceh, dengan judul “Analisis Praktik Gadai Sawah Dan
Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lamtrieng (Studi
Kasus Pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar)”. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap
praktik gadai sawah di Desa Lamtrieng dan untuk mengetahui dampak gadai
terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Lamtrieng. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa praktik gadai sawah di Desa Lamtrieng tidak sesuai dengan
hukum ekonomi Islam, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat
belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.’? Sedangkan dalam
penelitian ini, peneliti ingin mengkaji tentang kedudukan hukum multi akad
dalam pratik gadai sawah menurut hukum Islam.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Abdurrahman Misno yang berjudul
“Gadai Dalam Syari’at Islam”. Artikel ini membahas bahwa manusia tidaklah
selamanya berkecukupan harta, ada masa-masa ia sangat membutuhkan uang
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika melihat kenyataan di masyakarat
maka didapati banyak orang yang membutuhkan uang karena adanya suatu
keperluan mendesak. Gadai menjadi solusi bagi kebutuhan keuangan yang
mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun praktik gadai di
masyarakat mengandung unsur riba yang diharamkan oleh Islam, sehingga

dibutuhkan adanya teori dan praktik gadai yang sesuai dengan syariat Islam.

22Samsul Rizal, “Analisis Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya terhadap
Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lamtrieng (Studi Kasus Pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta
Baro, Kab. Aceh Besar)", (Skripsi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry, Banda
Aceh, 2019, him. 36.
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Gadai dalam khazanah Islam disebut dengan rahn, yaitu menggadaikan suatu
barang sebagai jaminan atas transaksi hutang yang dilakukannya. Karena
sifatnya adalah akad tabarrz’, maka tidak boleh ada manfaat yang diambil oleh
murtahin (orang yang menerima gadai). Harta yang digadaikan sendiri adalah
tetap menjadi milik dari rahin (penggadai) sehingga tidak boleh digunakan tanpa
adanya izin dari pemiliknya. Murtahin diperbolehkan mengambil uang
pemeliharaan dari rahin jika harta gadaian tersebut membutuhkan pemeliharaan.
Inti dari akad gadai dalam Islam adalah saling tolong-menolong untuk
meringankan beban orang lain.?® Sedangkan penelitian yang penulis lakukan
adalah multi akad pada gadai sawah yang terjadi di desa Blang Mane Dua
Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen, dimana pada
gadai sawah ini terjadi multi akad secara sistematis meski tidak dalam satu
majlis, namun dalam satu objek. Berbeda dengan artikel yang ditulis oleh
Abdurrahman Misno yang berjudul Gadai Dalam Syari’at Islam, artikel ini
membahas tentang bagaimana praktik gadai dalam syariat Islam.

Keempat, skripsi yang ditulis olenh Ach Ramzi yang merupakan
mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik lbrahim tahun 2019
yang berjudul “Praktik Multi Akad Dalam Pemanfaatan Gadai Sawah Perspektif
Madzhab Maliki”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik multi
akad dalam pemanfaatan gadai sawah yang terjadi di Desa Batang-Batang Laok,
Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep adalah praktik perjanjian yang
belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dikatakan belum sesuai dengan
hukum Islam karena dalam praktik multi akad dalam pemanfaatan gadai sawah
itu terdapat adanya akad rahn dan mukhabarah. Dilihat dari syarat dan rukun
dari masing-masing akad tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam,
akan tetapi Madzhab Maliki melarang untuk menggabungkan dua akad yang
sifatnya berbeda. Seperti menggabungkan akad rahn yang sifatnya tergolong

Z3Abdurrahman Misno, “Gadai dalam Syari’at Islam,” Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan
Bisnis Islam 1, Vol. 1, No. 01, Maret 2018, him. 25.
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akad tabarru’ (tolong menolong) dengan akad mukhabarah yang bersifat
komersial (mencari keuntungan).?* Sedangkan penelitian yang penulis lakukan
adalah multi akad pada gadai sawah menurut hukum Islam. Ini menunjukkan
perbedaan perspektif dalam penelitian ini, dimana pada penelitian yang
dilakukan oleh Ach Ramzi adalah multi akad pada gadai sawah perspektif
Madzhab Maliki. Sedangkan penulis meneliti tentang multi akad pada gadai

sawah menurut hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, metode sangat dibutuhkan untuk
mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara
sistematis.?> Metode yang digunakan sangat erat hubungannya dengan masalah
yang akan diteliti, karena metode tersebut sangat mempengaruhi baik atau
tidaknya suatu penelitian. Oleh Karena itu metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis
adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa,
kejadian yang terjadi pada saat sekarang (pada saat penelitian dilaksanakan).?
Metode ini digunakan agar mampu memahami dan memberikan gambaran yang
jelas mengenai permasalahan yang terkait dengan isi penelitian ini. Analisis
dipakai agar penulis dapat menyusun penelitian ini dalam bentuk yang
sistematis sehingga mengena pada inti permasalahan dan memperoleh hasil
penelitian yang benar.

1. Pendekatan penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu

pendekatan yang menjelaskan kumpulan dari dokumen-dokumen, data lapangan,

2Ach Ramzi, “Praktik multi akad dalam pemanfaatan gadai sawah perspektif
Madzhab Maliki: Studi di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep”, (Skripsi), Fakultas
Syari‘ah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019, him. 1-65.

Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), him. 44,

Z6Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, Edisis Cet. 13, Jakarta: Rineka Cipta,
2016, him. 309.
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hasil wawancara yang tujuannya untuk mengetahui informasi yang benar tanpa
penipuan.?’ Penelitian kualitatif digunakan untuk memilih kondisi obyek yang
alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan
kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.?® Dalam
penelitian ini yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu
sendiri, yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai
sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data,
menafsirkan data dan membuat kesimpulan.?®
2. Jenis penelitian
Berdasarkan pemaparan data, maka penelitian ini tergolong dalam
penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai
gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kelompok masyarakat.
Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (case
study).>® Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber
dari lokasi atau lapangan penelitian yaitu Desa Blang Mane Dua Meunasah
Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen.
3. Sumber data
Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang

terdiri dari :

2’M. Hajar, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Figh (Pekanbaru:
UIN Suska Riau, 2015), him. 41.

28Sugiyono. Metode penelitian Kombinasi (Mixet Methods).Cet V (Bandung: Alfabeta
2013), him. 13.

2°Ibid, him. 306.

305 harsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. Ke-15,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2013), him. 121.
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a. Sumber data primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber

pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.3! Sumber data

diperoleh secara langsung dari wawancara dengan :

1) Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi praktik multi akad pada
gadai sawah, yakni pihak rahin dan murtahin.
2) Tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Gampong Blang Mane Dua
Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen.
b. Sumber data sekunder
Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai
data pelengkap sumber data primer.*> Sumber data sekunder penelitian ini
adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-
buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal, artikel, dokumen dan sebagainya. Adapun
buku yang menjadi sumber data sekumder adalah buku-buku tentang hukum
Islam.
4. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :
a. Observasi
Observasi yaitu cara yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung
pada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.®
Pentingnya observasi yang dilakukan dalam penelitian ini untuk memperoleh
informasi terhadap kegiatan manusia secara nyata terjadi sehari-hari. Melalui
observasi ini penulis dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang
permasalahan yang diteliti. Observasi pada penelitian ini dilakukan di Gampong

Blang Mane Dua Meunasah, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten

$1Bambang Sungono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2009), hlm. 67.

%2|bid, him. 68.

3 Riduan, Sekala Pengukuran Variable-variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta,
2005), him. 30.
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Bireuen, data yang diperlukan berupa kondisi wilayah, kondisi masyarakat, serta
praktik gadai dan kerjasama antara pihak raAin dan murtahin.
b. Wawancara/interview
Wawancara adalah sebuah teknik mengumpulkan data-data berupa
informasi dari seorang narasumber, dengan cara mengajukan pertanyaan-
pertanyaan. Dengan kata lain, wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara
pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi dan opini.®* Dalam
penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat
dalam transaksi multi akad pada gadai sawah dan tokoh masyarakat setempat.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk  meneliti
dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dan pencatatan
sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-
undang, dan sebagainya.*> Dokumentasi pada penelitian ini adalah data tentang
hukum Islam terhadap multi akad.
5. Objektivitas dan validitas data
Objektivitas dan validitas data yang dimaksud untuk melihat keabsahan
dan kebenaran suatu data yang menjadi objek penelitian. Untuk mendapatkan
objektivitas dan validitas tersebut peneliti membandingkan hasil wawancara
dengan isi dokumen yang berkaitan dan melampirkan foto dokumentasi terkait
dengan objek penelitian.
6. Teknik analisis data
Analisis data adalah proses pengolahan data dengan tujuan untuk
menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan dasar dalam
pengambilan keputusan untuk solusi suatu permasalahan. Proses analisis ini

meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, melakukan

34Zenius, Prolog Materi Pengertian Wawancara, Diakses pada tahun 2022 dari situs:
https://www.zenius.net/prologmateri/bahasa-indonesia/a/174/wawancara

$Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metode penelitian sosial, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2009), him. 69
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pembersihan data, mentransformasi data, membuat model data untuk
menemukan informasi penting dari data tersebut. Analisis data merupakan salah
satu langkah untuk melihat keabsahan dan kebenaran suatu data yang menjadi

objek penelitian.®®

Pada penelitian ini penulis menganalisis data dengan menggunakan
teknik deskriptif analisis. Deskriptif adalah teknik yang dilakukan untuk
mengetahui gambaran, dan keadaan suatu hal dengan cara mendeskripsikannya
sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada. Setelah data dikumpulkan dan
hasil wawancara diperoleh, penulis akan mengadakan pengolahan data dan
menganalisis data tersebut. Kemudian disajikan dan dijabarkan dengan kata-kata

yang lebih baik sebagai tujuan penulisan.’
7. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan yang penulis gunakan dalam pembahasan skripsi ini
adalah :

a. Al Qur’an dan Terjemahnya;
b. Hadis-hadis yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas;

c. Buku-buku yang menjadi acuan penulis, seperti buku Mawardi tentang
Hukum Perbankan Syariah: Kajian Progresifitas ‘Ugudul Murakkabah,
buku Abdulahanaa tentang Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad
(Hybrid Contract) & Desain Kontrak Ekonomi Syariah, buku Mardani
tentang Figih Ekonomi Syariah, buku Jaenal Aripin tentang Kamus

Ushul Figh dalam Dua Bingkai ljtihad, dan buku-buku lainnya.

d. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kelima (KBBI V) yang diterbitkan
oleh Kemendikbud tahun 2016;

%Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan,
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), him. 255.

3"Narbuko, Cholid & Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2015), him. 96.
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e. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-
Raniry Edisi Revisi 2019;

f. Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:
158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987.

G. Sitematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini penulis bagi ke dalam empat bab yang saling

berhubungan satu sama lain.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka,

metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang konsep multi akad menurut hukum Islam.
Pembahasannya meliputi pengertian multi akad, sumber hukum multi akad,
multi akad menurut Imam madzhab, serta macam-macam multi akad dan

hukumnya.

Bab tiga membahas tentang praktik multi akad pada gadai sawah di
Gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam
Kabupaten Bireuen menurut hukum- Islam. Pembahasannya meliputi gambaran
umum Gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam
Kabupaten Bireuen, praktik multi akad pada gadai sawah yang terjadi di
Gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam
Kabupaten Bireuen, dan praktik multi akad pada gadai sawah di Gampong
Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen

menurut hukum Islam.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan yang
berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran yang berkenaan dengan

penelitian ini.



BAB DUA
KONSEP MULTI AKAD MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Multi Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab yaitu ‘agd (%) perjanjian atau
persetujuan. Kata akad sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang berarti
mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian.®® Dalam kitab figih
sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan () dan kesepakatan ((g&1),%
Dalam istilah figh, akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk
melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah,
maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan
gadai.*

Menurut Jaenal Aripin, akad merupakan kesepakatan dua belah pihak
yang mengharuskan masing-masing memenuhi syarat-syarat kesepakatan itu,
dan harus dengan ijab dan kabul (serah terima).** Hashi Ash-Shiddieqy
mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhury, akad adalah perikatan
ijab kabul yang dibenarkan syarak yang menetapkan kerelaan kedua belah
pihak. Ada pula yang mendefinisikan, akad ialah ikatan, pengokohan dan
penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.*? Salah satu ayat yang
membahas tentang akad terdapat dalam surat A// ‘Imranayat 76, yang berbunyi:

%Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,
(Surabaya: Pustaka Progresif , 1997), him. 953

%9Yosi Aryanti, “Multi Akad (al-‘uqud al-murakkabah) di Perbankan Syari’ah
Perspektif Figh Muamalah”, Jurnal Illmiah Syari’ah, Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2016,
him.178

“OMardani, Figih Ekonomi Syariah (Figh Muamalah), (Jakarta: Kencana, 2012),
him.72.

4LJaenal Aripin, Kamus Ushul Figh dalam Dua Bingkai ljtihad, (Jakarta: Kencana,
2012), him. 408.

“2Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Figh Muamalat, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,
2001), him. 26.
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(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat-
Nya) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang bertakwa.

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan
penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan
kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.*®
Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah pertalian
ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan kabul
(ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada
suatu kontrak.

Kata multi akad adalah gabungan dari multi dan akad. Kata multi akad
belum masuk ke dalam kosakata Kamus Besar Bahasa Indonesia, namun jika
dipisah antara multi dan akad, maka bisa ditemukan dalam kamus Bahasa
Indonesia. Multi dalam kamus Bahasa Indonesia berarti banyak; lebih dari satu;
lebih dari dua; berlipat ganda. Sedangkan akad dalam Bahasa Indonesia
diartikan sebagai janji, perjanjian atau kontrak.** Dengan demikian, multi akad
dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak.

Multi akad dalam Bahasa Arab disebut al-ugud al-murakkabah yang
berarti akad ganda (rangkap). Al- ugud al-murakkabah terdiri dari dua kata, yaitu
al- ‘ugud (bentuk jamak dari al- ‘agd) dan al-murakkabah.*® Kata al- ‘agd secara
etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian.
Sedangkan secara terminologi al- ‘agd berarti mengadakan perjanjian atau ikatan
yang mengakibatkan munculnya kewajiban.*® Al-murakkabah (murakkab)

“Ascarya, Akad & Produk Bank Syari’ah, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), him. 35.

4Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), him.
671.

45Ahmad Warson Munawwir. Kamus Al-Munawwir ..., him 953.

4<Abdullah  Al-lmrani, al-‘Uqud al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasat Fighiyah
Ta’shiliyah wa Tathbigiyah (Riyadh: Esbelia, 1431 H), him. 43-44.



20

secara etimologi berarti al-jam ‘v (masdar), yang berarti pengumpulan atau
penghimpunan.*’ Kata murakkabah sendiri berasal dari kata “rakkaba-
yurakkibu-tarkibar” yang berarti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain
sehingga menumpuk, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Sedangkan
menurut pengertian ulama figih (dalam konteks akad), kata murakkab adalah
himpunan beberapa akad sehingga disebut satu akad.*®

Agustianto menyebutkan bahwa buku-buku teks figh muamalah
kontemporer menyebutkan kata multi akad dengan nama istilah yang beragam,
seperti al- ‘ugud al-murakkabah, al-‘uqud al-muta’addidah, al-‘uqud al-
mutaqabilah, al-‘uqud al-mujtami’ah, dan al-‘uqud al-mukhtalifan. Namun
yang paling populer dan sering digunakan adalah al- ‘ugud al-murakkabah dan
al- ‘ugud al-mujtami’ah.*® Berikut istilah yang sesuai dengan akad murakkab:

1. Al-ijtima’, istilah tersebut berarti menghimpun atau mengumpulkan yang
merupakan lawan kata berpisah. Maksud dari al-ijtima’ ialah segala
sesuatu yang saling berkumpul satu sama lain meski tidak bergabung
jadi satu bagian. Dengan begitu al-‘uqud al-mujtami’ah berarti
terhimpunnya beberapa akad pada satu akad.

2. Al-ta’addud, istilah ta’addud berarti terbilang dan bertambah. Ta 'addud
pada terminologi akad artinya bertambahnya jumlah syarat, akad, pelaku,
harga, objek, atau sejenisnya.

3. Al-tikrar, berarti berulang, istilah ini dipergunakan untuk menunjukkan
adanya proses terhimpun atau terulangnya sesuatu. Sedangkan secara
terminologi al-t/krar diartikan sebagai mengulangi sesuatu yang sudah

dilakukan. Dalam hal akad al-tikrar berarti mengulangi akad yang telah

47 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir ..., him. 209

4Agustianto, Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikin Muamalah Ke-Indonesiaan
Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syar ‘ah, (Jakarta: Iqgtishad Publishing, 2014) ,
him. 113-114

4SAgustianto, “Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah”, diakses pada tanggal 23
Januari 2022, dari situs: http://www.agustiantocentre.Com.
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dilakukan sebelumnya. Bedanya dengan murakkab dalam akad, kalau al-
tikrar meski berarti pula mengumpulkan, namun maksud yang paling
tepat untuk istilah ini adalah mengulangi akad yang telah dilakukan
pada transaksi. Sedangkan pada murakkab yang terjadi ialah
terhimpunnya dua akad atau lebih menjadi satu akad dalam satu
transaksi atau dengan kata lain terdapatnya dua akad dalam satu produk.

4. Al-tadakhul, secara bahasa berarti masuk, masuknya sesuatu pada
sesuatu yang lain. Al-zadakhul juga berarti masuknya suatu bagian pada
bagian yang lain. Artinya ini lebih khusus dan spesifik sebab yang
masuk merupakan suatu bagian pada bagian yang lainnya, sedangkan
pengertian sebelumnya lebih luas karena mencakup masuknya sesuatu
pada sesuatu yang lain.

5. Al-ikhtilat, istilah tersebut mempunyai arti sama dengan al-jam u. Al-
ikhtilat artinya berhimpun, berkumpul, memasukkan (tadakhul), dan
melebur. Bercampurnya dua hal yang dapat melebur menjadi satu
sehingga sulit dibedakan antara keduanya, misalnya bercampurnya satu
binatang dengan binatang lain. Saat barang-barang cair seperti air
dengan susu bercampur maka akan sulit dibedakan yang mana air dan
yang mana susu.>
Berdasarkan pemahaman tentang makna akad (‘aqd) dan multi

(murakkab), maka multi akad menurut Nazih Hammad adalah kesepakatan dua
pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih
seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, gard, muzara’ah, sarf
(penukaran mata uang), syirkah, mudarabah dan seterusnya. Sehingga semua

akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan

S0Abdulahanaa, Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Kontrak) & Desain
Kontrak Ekonomi Syari’ah, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2020), Cet. Ke 2, him. 60-61.
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kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak
dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.>*

Menurut al-‘Imrani, multi akad adalah himpunan beberapa akad
kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun
secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya
dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.®? Multi akad dalam transaksi
bisa terjadi secara alamiah (zab/’7) ataupun karena adanya modifikasi terhadap
akad (za’dili). Transaksi multi akad yang alamiah terjadi antara akad pokok (al-
‘aqd al-asl) dan akad yang mengikutinya. Seperti akad gard (hutang-piutang)
yang kemudian diikuti oleh akad rahn dalam transaksi pinjam - meminjam di
Bank atau Pegadaian, atau akad gard yang diikuti dengan akad Aawalah yang
terjadi dalam transaksi menggunakan kartu kredit, atau akad gard yang diikuti
oleh wakalah bi al- ujrah seperti yang terjadi dalam transaksi Go-food.>®

Menurut Yosi Aryanti, dari penjelasan di atas dapat diambil beberapa
batasan mengenai transaksi multi akad ini, yaitu bahwa: 1) transaksi multi akad
terjadi antara dua pihak atau lebih, 2) dalam transaksi ini terjadi dua jenis akad
yang beragam atau lebih, 3) beragam akad yang berbeda ini saling terikat
menjadi satu kesatuan akad, hingga seluruh akibat dari berbagai akad tersebut
seolah menjadi akibat dari akad yang satu, 4) jenis transaksi multi akad dapat
diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu akad yang mensyaratkan terjadinya
adanya akad lain (mutaqgabilah) dan berkumpuinya sejumlah akad sekaligus

dalam satu transaksi (mujtami ‘ak).>*

5INazih Hammad, al-‘Ugid al-Murakkabah £ al-Figh al-Islamiy, (Damaskus : Dar al-
Qalam, 2005), him. 7

2Muhammad bin Abdullah al-Imrani, al- ‘Ugud al —Maliyah al-Murakkabah studi figih
Ta’siliyyah wa Tatbiqgiyyah. (Riyad: Dar Kunuz Elsha Belia an Nashr wa Tausi’, 2006), hlm.
47.

53Harun, “Multi Akad dalam Tataran Figih”, SUHUF, Vol. 30, No. 2, November 2018,
him.181

Y osi Aryanti, “Multi Akad (al-‘uqud al-murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif
Figh Muamalah”, Jurnal Ilmiah Syari’ah, Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2016, him. 179.
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Berdasarkan definisi-definisi multi akad di atas penulis menyimpulkan
bahwa multi akad ialah kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan suatu
muamalah yang di dalamnya mengandung dua akad atau lebih, sehingga semua
akibat hukum dari terjadinya multi akad tersebut, serta semua hak dan
kewajiban yang ditimbulkan dianggap satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan
yang kedudukannya sama dengan akibat-akibat hukum dari satu akad tersebut.

B. Status Hukum Multi Akad

Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama
yang berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan di sini menyangkut apakah
hukum multi akad sah dan diperbolehkan, atau batal dan dilarang. Secara umum
transaksi multi akad dibolehkan dalam Islam, selama transaksi multi akad
tersebut sesuai dengan syariat Islam, dan selama tidak ada dalil yang melarang
atau mengharamkan multi akad tersebut.

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari
masing-masing akad yang tergabung dalam multi akad tersebut. Seperti akad
bai’ dengan akad salaf, akad tersebut dilarang oleh Nabi SAW. Larangan
menghimpun salaf dan bai” dalam satu akad untuk mencegah jatuh kepada yang
diharamkan berupa transaksi ribawi. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri
sendiri-sendiri, maka baik akad hai’ maupun salaf hukumnya boleh.>® Artinya
hukum multi akad tidak bisa semata-mata dilihat dari hukum akad-akad yang
membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika
berdiri sendiri-sendiri namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun
dalam satu transaksi.

Nash yang membolehkan akad dan multi akad secara umum terdapat

dalam Alquran surat al-Ma’idah ayat 1 yang berbunyi:

SFetri Fatorina, “Analisis Konsep Multi Akad Dalam Fatwa DSN-MUI Dalam
Perspektif Ulama Figh”, (Tesis), Pascasarjana IAIN Purwokerto, 2015, him. 69
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BXMORGIE IO 2000 LAAL I L BAHORTHOEO
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Wabhai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad...

Dalam ayat ini Allah tidak melarang manusia untuk melakukan akad,
bahkan Allah memerintahkan agar orang yang beriman menunaikan akad-akad
mereka. Lafaz ‘uqud ini disebutkan secara umum tidak menunjuk pada akad
tertentu. Artinya, semua akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-
syaratnya hukumnya sah, termasuk akad yang diberlakukan secara bersamaan
(multi akad).

Harahap mengemukakan bahwa al- Jashash menafsirkan surah al-
Ma’idah ayat 1 tersebut bahwa orang-orang mukmin dituntut penuhi akad- akad,
yakni akad jual beli, sewa menyewa, pernikahan, dan segala hal yang disebut
dengan akad. Ketika terjadi perselisihan antara boleh atau tidaknya suatu akad,
ayat di atas dapat dijadikan dalil, karena keumuman ayat ini menyatakan
kebolehan segala macam akad tanggung (kafalah), sewa menyewa (ijarah), jual
beli (bai’) dan sebagainya.*®

Nash lain yang menjadi dasar dibolehkannya multi akad terdapat dalam
surat al-Nisa” ayat 29 :

BURZOE O 200 LA Ao I oDV OOTiH OO
27 %0020 B-MODEHD B¢ & oo
SO PoRO QD20 ZM W@ o N & 2Z0%0 O €=
Fv 00+ JIK 2N OO60 OOV, & & YAAE s &
BXMADIHETOD e 22 gu) g ALAECQAE

.. 27288 O> A0
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam perniagaan harus didasari dengan
saling rela dan suka sama suka. Sebab, atas dasar saling rela dan saling suka

menjadi dasar kehalalan memperoleh sesuatu. Jika kerelaan menjadi dasar bagi

%Raja Sakti Putra Harahap, “Hukum Multi Akad dalam Transaksi Syari’ah”, Jurnal al-
Qasd Islamic Economic Alternative 1, Vol. 1, No. 1, Agustus 2019, him. 44.
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kehalalan, maka setiap aktivitas yang didasari kerelaan menjadi halal
berdasarkan petunjuk Alqguran, selama tidak mengandung sesuatu yang
diharamkan seperti perniagaan atas objek yang diharamkan. Dari sini dapat
disimpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh.®’

Ayat lain yang menjadi dasar pertimbangan pendapat kelompok yang
menyatakan hukum asal dari akad adalah boleh berupa firman Allah dalam surat
al-Bagarah ayat 275:

40RO O0 EANOI @M Wa F + Lo OnBHOOLea ..
.. § BXFOOSHNOw@a I

... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...
Dalam ayat ini Allah menghalalkan segala bentuk jual beli, kecuali yang
telah nyata keharamannya. Karena itu, kegiatan yang berkaitan dengan transaksi
kebendaan pada dasarnya diperbolehkan. Pendapat ini juga didukung oleh

kaidah fighiyah, yaitu:
Mg ? B s 3 &Y dsey dubl 3 )

z

Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang
menunjukkan keharamannya.

Berdasarkan kaidah tersebut, diketahui bahwa penggabungan dua akad
atau lebih dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun dalil
yang melarang multi akad, tidak dipahami sebagai larangan mutlak, melainkan

karena larangan yang disertai unsur keharaman seperti gharar, riba, maisir.
Hadis Rasulullah, yaitu hadis riwayat al-Bukhari dari Aisyah berbunyi :
B3 G 5 S8 255 I3 el o hind Sals B O sk Gos
855 55555 Sl sl (ol U T 00 T ) el e 6 2
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5"Hasanudin Maulana, “Multi Akad Dalam..., him. 168.

8A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. 11, hIm. 130
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Aisyah r.a bercerita bahwa Barirah datang kepadanya minta dibantu
membayar kembali harga dirinya untuk merdeka. Karena Barirah belum
membayar sama sekali angsuran dirinya, maka ‘Aisyah berkata
kepadanya: “Kembalilah kepada majikanmu! Katakan jika mereka mau,
aku akan membayar pembebasanmu, dan hak wala’mu menjadi milikku.
“Barirah pun kembali dan memberitahukan keterangan ‘Aisyah kepada
majikannya, tetapi majikannya menolak jika hak wala” itu diambil oleh
‘Aisyah dan mereka berkata : “Jika ‘Aisyah mau membantumu, boleh
saja tetapi wala’'mu tetap menjadi hak kami.” Ketika hal ini diceritakan
kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda kepada
‘Aisyah: “Belilah dan merdekakanlah! Sesungguhnya hak wala’ itu
hanya bagi orang yang memerdekakan.” Kemudian Rasulullah SAW
berdiri dan bersabda: “Mengapa ada orang-orang membuat syarat yang
tidak ada dalam kitab Allah? Siapa yang membuat syarat berlawanan
dengan kitab Allah, maka tidak sah meskipun seratus syarat. Maka syarat
yang ditetapkan Allah itulah yang hak dan kuat.” (HR al-Bukhari).

i
/
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Hadis tersebut menjelaskan bahwa seluruh akad, syarat, serta janji
dilarang apabila tidak sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan dalam Al-qur'an
serta hadis Nabi. Maksudnya, akad yang dibolehkan hanyalah akad yang
dibolehkan oleh  kedua sumber hukum tersebut. Kalangan Malikiyah
berpendapat bahwa multi akad itu adalah jalur keluar dan kemudahan yang
diperbolehkan serta disyariatkan selama memiliki khasiat dan tidak dilarang
dalam agama. Sebab hukum asalnya merupakan sahnya ketentuan untuk seluruh
akad sepanjang tidak berlawanan dengan agama serta berguna untuk manusia.®

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah, ulama

Syafi’iyah, dan Hambali mengemukakan bahwa hukum dari multi akad itu sah

%Muhammad Fu’ad bin Abdul Bagqi, Hadits Shahih Bukhari MusZim..., him. 413.
80Hasanudin Maulana, “Multi Akad Dalam Transaksi Syariah..., him,167.
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dan diperbolenhkan dalam syariat Islam. Namun ulama berbeda pendapat
mengenai boleh dan tidak multi akad dalam satu transaksi.®* Ulama yang
membolehkan multi akad beralasan bahwa hukum asal dari syarak merupakan
bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama tidak ada dalil yang
melarangnya, apabila terdapat dalil yang melarang, maka dalil itu tidak
diberlakukan secara umum, namun dikecualikan pada permasalahan yang
diharamkan menurut dalil itu.5? Imam Malik mengatakan multi akad itu sah,
tetapi dilarang apabila menggabungkan dua akad yang sifatnya berbeda.®
Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh Abdulahanaa, hukum
asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah
dan Rasul-Nya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada
agama kecuali yang disyariatkan. Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim,
sebagaimana dikutip oleh Abdulahanaa, ia berpendapat bahwa hukum asal dari
akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama.
Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum
dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah
telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang
dinyatakan “haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana.
Tidaklah boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan,
begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.%*
Hasanudin, mengutip pendapat al-Syatibi menyatakan bahwa :

LY Al 0SSV AT @ b sl O e g2l e i)

%11bid., him. 168.

2Burhanuddin Susamto, “Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan
Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUT)”, Al-lhkam: Jurnal Hukum dan Pranata
Sosial 11, Vol. 11, No. 1, Juni 2016, him. 209.

83Imam Malik bin Anas, Al-Muwatta’ Imam Malik. .., him. 657.
64 Abdulahanaa, Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad..., him. 70-71.
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Penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa dampak hukum

dari suatu kumpulan (akad) tidak sama seperti saat akad itu berdiri

sendiri-sendiri.%®

Hasanudin mengatakan bahwa hukum dari multi akad belum tentu sama
dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain, hukum
akad-akad yang membangunnya tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi
akad. Menurut Hasanudin penggunaan multi akad ada batasan dan standarnya.
Para ulama yang membolehkan praktek multi akad bukan berarti membolehkan
secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena
batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang.®®

Dapat disimpulkan bahwa hukum asal syarak adalah bolehnya
melakukan transaksi multi akad selama tidak ada dalil yang melarang praktek
multi akad tersebut. Multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang
diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang
olen agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad
selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia. Artinya,
walaupun praktek multi akad diperbolehkan, tetapi terdapat batasan-batasan
yang tidak boleh dilanggar. Sebab, batasan-batasan tersebut menjadi rambu agar
tidak terjadi praktek multi akad yang diharamkan dalam Islam.

C. Macam-macam Multi Akad

Menurut al-‘Imrani yang dikutip oleh Hasanudin, ada lima macam multi
akad, yaitu : al-‘uqud al-mutaqabilah, al-‘uqud al-mujtami’ah, al-‘uqud al-
mutanaqidah wa al-mutadadah wa al-mutanatiyah, al-‘uqud al-mukhtalifah, al-
‘uqud al-mutajanisah. Dari lima macam multi akad ini, yang lebih banyak atau
biasa dipakai adalah yang jenis pertama dan kedua.®’

1. Akad bergantung atau akad bersyarat (a/- ‘uqud al-mutaqgabilah)

85 Hasanudin Maulana, “Multi Akad Dalam Transaksi ...”, him. 166.
% pid.,
71bid., him. 162
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Al-mutaqgabilah menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan
berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan
yang dimaksud dengan a/- ‘uqud al-mutaqabilah adalah multi akad dalam bentuk
akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama
bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan
kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya.%® Menurut Harun, al- ‘ugud
al-mutagabilah adalah multi akad, yang akad kedua menyempurnakan akad
pertama, artinya akad satu bergantung dengan akad lainnya. Al-‘uqud al-
mutagabilah ini dinamakan dengan akad bersyarat, artinya akad kedua sebagai
syarat akad yang pertama.®®

Akad yang biasa digunakan dalam fikih bisa diklasifikasikan menjadi
dua kategori, yaitu: 1) akad bisnis (‘aqd mu’awadah) seperti akad bai’, ijarah,
dan salam; 2) akad sukarela (‘aqd tabarru’) seperti akad hibah, gard dan
sadagah. Pembahasan mengenai syarat akad di dalam akad akan tergantung pada
jenis akad yang pertama dengan jenis akad yang menjadi Syarat pada akad
tersebut. Dari dua jenis akad ini, maka akan ada tiga jenis akad bersyarat yang
perlu diketahui hukumnya: 1) akad tabarru’ dengan syarat akad mu’awadah
atau sebaliknya, 2) akad mu’awadah dengan syarat akad mu’awadah, 3) akad
tabarru’ dengan syarat akad tabarru’.”°

1) Akad tabarru’ dengan syarat akad mu’awadah atau sebaliknya

Contoh kasus pertama dari transaksi ini adalah akad gard dengan syarat
akad bai’, seperti A meminjamkan uang kepada B dengan syarat B harus
membeli sejumlah barang dari A. Para ulama dalam kasus ini sepakat
menyatakan bahwa transaksi semacam ini tidak sah berlandaskan atas beberapa

dalil, di antaranya adalah hadis Rasulullah yang melarang adanya akad salaf

% Abdulahanaa, Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad..., hlm. 66
8Harun, “Multi Akad dalam..., him.181.
lbid., him. 92
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bersama akad bai’, dan karena akad salaf adalah akad tabarru’ maka masuknya
akad bai’ kepada salaf akan menjadikan akad salaf menjadi akad mu’awadah
dan akan berubah menjadi akad riba.

Contoh kasus kedua dari transaksi ini adalah akad salaf dengan syarat
akad ijarah atau akad mu’awadah lain selain akad bai’, seperti A meminjamkan
uang kepada B dengan syarat B harus menyewa barang dari A. Para ulama juga
sepakat mengenai pelarangan transaksi jenis ini dengan beberapa dalil yang
telah dipaparkan.™

2) Akad mu’awadah dengan syarat akad mu’awadah

Contoh kasus dari transaksi jenis ini adalah adanya akad bai’ dengan
syarat akad bai’, seperti A menjual suatu barang kepada B dengan syarat B
harus menjual suatu barang kepada A. Contoh lain penggabungan akad bai’
dengan syarat akad sjarah, seperti A menjual barang kepada B dengan syarat B
harus menyewa suatu barang dari A. Dalam transaksi jenis ini terdapat tiga
pendapat di kalangan para ulama:

a) Menyatakan pelarangan bentuk transaksi semacam ini. Ini adalah
pendapat para ulama Syafi’i, Hanafi, dan juga Hanbali, ini juga
adalah pendapat Ibnu Hazm. Mereka berargumen dengan beberapa
dalil, di antaranya adalah hadis tentang pelarangan adanya dua jual
beli dalam satu akad jual beli dengan menyatakan bahwa adanya
syarat mu’awadah di dalam akad mu’awadah telah termasuk kepada
larangan Rasulullah tentang dua akad jual beli dalam satu akad jual
beli.

b) Menyatakan bahwa syarat yang dilarang dalam akad bai’ adalah
syarat akad ju’alah, sarf, musaqgah, syirkah dan girad, sedangkan
akad-akad mu’awadah lainya seperti akad ijarah. Ini adalah

pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki. Mereka berargumen

"bid., him. 94
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bahwa akad-akad di atas bertentangan atau bahkan menafikan
maksud dari akad bai’ itu sendiri.

c) Menyatakan kebolehan berbagai macam akad mu’awadah yang
bersyarat akad mu’awadah lain. Ini adalah pendapat yang diambil
oleh Imam Malik, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, ini
juga pendapat sebagian dari ulama mazhab Hanbali dan Maliki.
Mereka berargumen dengan kaidah bahwa hukum asal dalam
perkara muamalah adalah boleh.”

3) Akad tabarru’ dengan syarat akad tabarru’

Contoh kasus dari akad jenis ini adalah akad gard dengan syarat akad
hibah atau akad fabarru’ lain selain gard, seperti A memberikan pinjaman
kepada B dengan syarat B memberikan hadiah untuk A, atau dengan syarat B
meminjamkan sesuatu kepada A dan sebagainya. Para ulama menyatakan bahwa
akad jenis ini dilarang karena terdapat manfaat yang kembali kepada pihak
yang memberi hutang, dan manfaat bagi pemberi hutang adalah termasuk riba
yang diharamkan.

2. Akad terkumpul (al- ‘ugud al-mujtami’ah)

Akad terkumpul merupakan multi-akad yang terhimpun dalam satu akad
atau dua akad atau lebih yang terhimpun menjadi satu akad. Contohnya, saya
jual rumah ini dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan
dengan harga lima ratus ribu. Multi akad mujtami’ah ini dapat terjadi dengan
terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad
terhadap dua objek dengan satu harga, atau dua akad dalam satu akad yang
berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang

sama atau waktu yang berbeda.”

"?2Rachmat Syafi’l, “Transaksi Multi Akad dalam Perspektif Fikih”, Diakses pada
tanggal 10 Agustus 2022, dari situs: http://pta-bandung.go.id/images/pdf
"8Hasanudin Maulana, “Multi Akad Dalam...”, him. 162
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3. Akad berlawanan (al-uqud al-mutanaqidah wa al-mutadadah wa al-
mutanafiyah).

Al-mutanaqgidah mengandung beberapa kemungkinan arti, yaitu
pertama, tidak dapat berkumpulnya dua hal secara bersamaan seperti, adanya
Zaid dan tidak adanya. Kedua, dua hal yang saling mencegah satu sama lain.
Seperti ijab (menyerahkan) dan salbi (menarik). Ketiga, saling menafikan, yaitu
dua hal yang saling menafikan satu sama lain.

Al-mutadadah mengandung arti berlawanan. Al-mutadadah memiliki
beberapa makna. Pertama, dua hal yang tidak dapat digabungkan, seperti siang
dan malam. Kedua, dua sifat yang saling menggantikan dan tidak dapat
disatukan seperti hitam dan putih. Ketiga, yaitu saling menerima dan saling
menafikan dalam jumlah dan dalam beberapa keadaan. Keempat, sesuatu yang
tidak dapat disatukan dalam satu tempat.

Al-mutanafiyah berarti menghilangkan atau kebalikan dari menetapkan,
dapat juga diartikan rafada (menolak) dan yarmi (melempar). A/-mutanatiyah
memiliki beberapa makna. Pertama, kesulitan untuk menyatukan dua hal dalam
satu waktu seperti ada dan tidak ada. Kedua, bersatunya tempat dengan
perbedaan sifat, seperti diam dan bergerak. Ketiga, kesulitan untuk menyatukan
dua hal yang bertentangan dalam satu keadaan, satu waktu, satu tempat seperti
menyatukan sesuatu yang ada dan tidak ada dalam satu keadaan dan satu waktu.

Ketiga istilah di atas secara garis besar memiliki kesamaan yakni adanya
perbedaaan. Al-’uqud al-mutanagidah wa al-mutadadah wa al-mutanafiyah
yaitu multi akad dimana akad yang bergabung saling berlawan dan saling
mematahkan. Contoh menggabungkan akad jual beli dengan pinjaman, akad
gard dengan ijarah. Kedua contoh multi akad ini dilarang berdasarkan hadis

Rasulullah yang melarang akad jual beli dengan pinjaman (salaf).
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4. Akad berbeda (a/- 'uqud al-mukhtalitah).

Multi akad mukhtalifah adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang
memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau
sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa.
Dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli
sebaliknya. Contoh lain, akad 7jarah dan salam. Dalam salam, harga harus
diserahkan pada saat akad, sedangkan dalam 7jarah, harga sewa tidak harus
diserahkan pada saat akad.”

Al-"uqud al-mukhtalifah ini tidak seperti pada multi akad al- 'ugud al-
mutanaqidah wa al-mutadadah wa al-mutanatiyah, yang di antara akad-akad
yang membangunnya tidak bisa disatukan bahkan saling mematahkan antara
akad satu dengan akad lainnya, oleh karena itu untuk disatukan. Seperti akad
jual beli dengan akad sa/af sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah
melarang melakukan akad jual beli dengan salaf.”

5. Akad sejenis (al- ‘ugud al-mutajanisah)

Al-‘uqud al-murakkabah al-mutajanisah adalah akad-akad yang
mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam
hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis
akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti
akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari
dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.”

Dari beberapa jenis multi akad di atas penulis menyimpulkan bahwa
tidak semua penggabungan akad dibolehkan, seperti menggabungkan akad yang

saling berlawanan dan saling mematahkan, memiliki perbedaan akibat hukum di

7 Abdulahanaa, Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad..., hlm. 67
S Harun, “Multi Akad dalam..., hlm.188.
6 Abdulahanaa, Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad...,him. 68
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antara kedua akad tersebut ataupun penggabungan akad bersyarat

(penggabungan akad tabarru’ dengan syarat akad mu’awadah atau sebaliknya).
D. Pendapat Ulama yang Melarang Penggunaan Multi Akad.

Para ulama yang membolehkan praktek multi akad bukan berarti
membolehkan multi akad secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak
boleh dilewati, karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi
dilarang.

Hasanudin Maulana menyebutkan bahwa menurut para ulama dasar
diharamkannya multi akad adalah :

1. Multi akad dilarang karena nas agama.

Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang
dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (bai’) dan pinjaman (salaf), dua akad
jual beli dalam satu akad jual beli, dan dua transaksi dalam satu transaksi.’’
Dalam hadis riwayat Imam Malik dari Malik, Rasulullah SAW bersabda:

I

J6 ke 5 a0 B g ale Jo0d J3 O Rl 8T e o
A B o v IS Sl s s g J5ks 00 18U s
i ol 85 56, gl b sl adils e ey (i 6 105 S

YAl olgy) M55 A3 EUS O 4L LR G Gl
Bersumber dari Malik; sesungguhnya dia mendengar bahwa Rasulullah
SAW melarang dari sebuah akad jual beli dan pesanan. Penjelasannya
demikian: seseorang bilang kepada orang lain: “Aku ambil barangmu
sekian dan sebagai imbalannya kamu meminjamkan aku ini dan ini”,
maka akad jual beli yang seperti itu jelas tidak boleh, kecuali kalau tidak

ada syarat meminjamkan. (HR. Imam Malik).
Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya

diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka

hukum dari akad itu dilarang. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi SAW

""Hasanudin Maulana, “Multi Akad Dalam...”, him. 18.
8lmam Malik bin Anas, al-Muwatta’ Imam Malik, terjemah KH. Adib Bisri Musthofa,
dkk. (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1993), him. 242-243.
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melarang multi akad antara salaf (memberi pinjaman) dan jual beli, meskipun
kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan
menghimpun salaf dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus
kepada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan
satu juta rupiah, lalu menjual barang seharga delapan ratus ribu rupiah agar
mendapatkan bayaran dua ratus ribu rupiah. Di sini ia memperoleh kelebihan

dua ratus ribu rupiah.”

Selain multi akad antara salaf dan jual beli yang diharamkan, ulama juga
sepakat melarang multi akad antara jual beli dan gard dalam satu transaksi.
Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan
qard dalam satu transaksi, seperti antara 7jarah dan gard, salam (pesanan) dan

qgard, sarfdan gard, dan sebagainya.

Menurut al-‘Imrani sebagaimana dikutip oleh Harahap, tidak selamanya
penggabungan gard dan jual beli dilarang. Penggabungan dua akad ini
diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk
melipatkan harga melalui gard® Seperti seseorang yang memberikan pinjaman
kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya
padahal ia masih dalam rentang waktu gard tersebut. Yang demikian hukumnya
boleh. Larangan menghimpun akad jual beli didasarkan pada hadis Nabi yang

diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, yaitu:
g i e pke e Jo @ 0325 (S rJB s o e

Msdaily A oly)

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW telah melarang
adanya dua jual beli dalam satu jual beli. (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

®Hasanudin Maulana, “Multi Akad Dalam ..., him. 172.
®Raja Sakti Putra Harahap, “Hukum Multi Akad..., him. 46.

8IMuhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi, penerjemah Fachrurazi,
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. I, him.19
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Ibnu Mas’ud ra. juga menuturkan bahwa:
P F ksl o Lo D iJB AR B g stana ) A
AY(.LA\\ Qb)) :f."./ L} .i:f."./

Dari Abdullah Ibn Mas’ud RA, ia berkata: Nabi SAW telah melarang
dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad). (HR. Ahmad).

2. Multi akad sebagai Ai/ah riba.

Multi akad yang menjadi Azlah riba dapat terjadi melalui kesepakatan
jual beli ‘inah atau sebaliknya dan Ailah riba fadl Contoh hilah riba pada
kesepakatan jual beli ‘inah adalah menjual suatu barang dengan harga satu juta
rupiah secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada
penjual dengan harga delapan ratus ribu rupiah secara tunai. Pada transaksi ini
terlihat seolah ada dua akad jual beli, padahal merupakan Ailah riba dalam
pinjaman, karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini. Sehingga
jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini.

Ibnu al-Qayyim menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang yang
memberikan pinjaman agar tidak berharap dananya kembali kecuali sejumlah
pinjaman yang diberikan, dan dilarang menentukan tambahan atas pinjaman
baik dengan Ailah atau lainnya. Demikian juga dengan jual beli disyariatkan
bagi orang yang mengharapkan memberikan kepemilikan barang dan
mendapatkan harganya, dan dilarang bagi yang bertujuan riba fad/ atau riba
nasi’ah, bukan bertujuan pada harga dan barang.®

Contoh Af/ah riba dalam riba 7ad/ adalah seseorang menjual 2 kg beras

dengan harga Rp. 15.000 dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama

8Ahmad bin Hanbal, Musnad al-lmam Ahmad (Beirut: Muassasah al-Risalah, tt.), Jld.
6, him. 324.
8 Hasanudin Maulana, “Multi Akad..., him. 174
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mendapatkan beras yang lebih banyak atau lebih sedikit dari pembeli. Transaksi
seperti ini adalah model A7/ah riba fadl yang diharamkan.®

Gambaran tentang hilah terdapat dalam Alquran surat al-Bagarah ayat 9
yang berbunyi :

¢xCN LA Lo 3OO0 A Lo S &IPARRY.OO+OA®

PeRD &MARREIONB+® . ¢2 @0 BURCIL -0

& PP $QONORD G COD o 42 @0 ALV 9O-> A

Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal
mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar.

3. Multi akad menyebabkan jatuh ke riba

Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba
hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh.
Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya
kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Seperti multi
akad antara gard dan hibah kepada pemberi pinjaman (mugrid) ulama sepakat
mengharamkan gard yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa
hibah atau lainnya. Seperti contoh, seseorang meminjamkan suatu harta kepada
orang lain, dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman (mugqtarid),
atau mugtarid memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau memberi
tambahan kuantitas atau kualitas objek gard saat mengembalikan. Transaksi
seperti ini dilarang karena mengandung unsur riba.®

Menurut Ibnu Qudamah sebagaimana dikutip oleh Yosi Aryanti, apabila
transaksi pinjam meminjam ini kemudian disertai hadiah atau kelebihan, tetapi
dilakukan sendiri secara sukarela oleh orang yang diberi pinjaman, tanpa ada
syarat dan kesepakatan sebelumnya hukumnya halal, karena tidak mengandung

unsur riba di dalamnya.

8 Yosi Aryanti, “Multi Akad (al-‘Uqud al-Murakkabah...”, him. 182.
1bid.,
81hid., him 183.
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4. Multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak
belakang atau berlawanan

Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad
yang berbeda ketentuan hukumnya dan atau akibat hukumnya saling berlawanan
atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi
menggabungkan akad salaf dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum
yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan yang identik dengan untung dan rugi,
sedangkan salaf adalah kegiatan sosial yang identik dengan kasih sayang serta
tujuan mulia. Karena itu, ulama Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad
yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan ju’alah, sarf, musaqah,
syirkah, girad, atau nikah.%’

Larangan multi akad ini karena penghimpunan dua akad yang berbeda
dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil.
Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu, sementara
hukumnya berbeda. Sebagai contoh bergabungnya antara akad menghibahkan
sesuatu dan menjualnya. Akad-akad yang berlawanan inilah yang dilarang

dihimpun dalam satu transaksi.

87 Abdulahanaa, Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad..., him. 79
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PRAKTIK MULTI AKAD PADA GADAI SAWAH DI
GAMPONG BLANG MANE DUA MEUNASAH
KECAMATAN SIMPANG MAMPLAM KABUPATEN
BIREUEN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Gambaran Gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang

Mamplam Kabupaten Bireuen

Simpang Mamplam merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di

Kabupaten Bireuen. Kecamatan Simpang Mamplam merupakan pemekaran dari

Kecamatan Samalanga. Kecamatan ini dibentuk pada tahun 2004. Kecamatan

Simpang Mamplam terdiri dari 41 gampong, dan 3 Kemukiman vyaitu,

Kemukiman Tiga terdiri dari 15 gampong, Kemukiman le Rhob terdiri dari 13

gampong, dan Kemukiman Tambue terdiri dari 9 gampong.®

Table 1: Daftar Gampong di Kemukiman Kecamatan Simpang Mamplam

No Kemukiman Tiga Kemukiman lerhob Kemukiman Tambue

1 Pulo Dapong Gle Medong Meunasah Meuria

2 Mamplam lerhop Babah Lhueng Paku

3 Meunasah Mesjid lerhop Meunasah Tambue Keude
Barat

4 Jurong Binjee lerhop Meunasah Kuala
Timu

5 Blang Mane Dua lerhop Glumpang Meunasah Asan

Meunasah
6 Blang Mane Barat Ceurucok Timu Peuneulet Tunong
7 Bale Ceurucok Barat Peuneulet Baroh

2022.

8Hasil wawancara dengan Keuchik (kepala desa) gampong Blang Mane Dua
Meunasah, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen pada tanggal 30 November

39
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8 Arongan Meunasah Dayah Calok

9 Rheum Timu Cotrieng Cureh Tunong
10 Lancang Lhok Taneuh Cureh Baroh
11 Blang Teumulek Krueng Meuseugob Ulee Kareung
12 Blang Kuta Coh Buket Ceuda Blang Panyang
13 Blang Kuta Dua Pulodrien Lhok Mane

Meunasah
14 Lancang
15 Blang Teumulek

Sumber: Hasil wawancara dengan Keuchik (kepala desa) Gampong Blang Mane Dua Meunasah

Salah satu gampong yang ada di Kecamatan Simpang Mamplang yaitu
gampong Blang Mane Dua Meunasah yang berada di Kemukiman Tiga.
Mengenai asal usul nama gampong Blang Mane Dua Meunasah menurut orang
awam, dulu di gampong tersebut ada dua meunasah, meunasah yang pertama
dibangun di atas tanah milik salah satu warga gampong tersebut, tetapi setelah
ada tanah wakaf dari masyarakat dibangunlah meunasah yang kedua. Di
gampong Blang Mane Dua Meunasah dulu ada pohon mane (pohon laban) yang
tumbuh di dalam blang (sawah), oleh sebab itu gampong tersebut diberi nama
gampong Blang Mane Dua Meunasah.®®

Blang Mane Dua Meunasah merupakan kawasan pedesaan yang bersifat
agraris, dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bertani
dan buruh. Sedangkan mata pencaharian lainnya adalah nelayan dan jasa
lainnya. Gampong Blang Mane Dua Meunasah terletak sebelah Selatan dari
pusat Kecamatan Simpang Mamplam yaitu £ 2 km, dan pusat lembaga
pesantren yaitu Ma’had ‘Ulumuddin Diniyyah Islamiyah Mesjid Raya (MUDI
MESRA) =+ 4 km.* Ma’had ‘Ulumuddin Diniyyah Islamiyah Mesjid Raya

8Hasil wawancara dengan masyarakat di gampong Blang Mane Dua Meunasah,
Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen pada tanggal 6 November 2022.
% Data Gampong Blang Mane Dua Meunasah, tahun 2022
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(MUDI MESRA) merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang sangat
terkenal di Aceh yang terletak di Gampong Mideun Jok, Kemukiman Mesjid
Raya, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen.

Gampong Blang Mane Dua Meunasah memiliki luas wilayah 88 hektar.
Gampong ini memiliki 3 (tiga) dusun yaitu, Dusun Panah, Dusun Puuk, dan
Dusun Beunout. Dilihat dari segi perbatasan wilayah, gampong Blang Mane
Dua Meunasah berbatasan dengan gampong:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Juroeng Binjee.
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Blang Mane Barat.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Rheum Timu, dan Gampong

Blang Kuta Choh.

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Pulo Drien dan Gampong
le Rhop Geulumpang.®*

Gampong Blang Mane Dua Meunasah dipimpin oleh seorang Keuchik
(kepala desa) dibantu aparatur desa lainnya, yaitu Sekretaris Desa, Bendahara,
Keurani Cut (Kaur Desa), Kepala Dusun, dan Tuha Peut (Badan
Permusyawaratan Desa). Saat ini, gampong Blang Mane Dua Meunasah berada
di bawah kepemimpinan seorang Keuchik, yaitu Keuchik Mahdi. Sarana yang
dimiliki gampong Blang Mane Dua Meunasah berupa fasilitas ibadah seperti
menasah, balai pengajian, Taman Pengajian Alquran (TPA), dan fasilitas
kesehatan berupa Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).®?

Penduduk gampong Blang Mane Dua Meunasah berjumlah 441 jiwa
dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 211 jiwa, dan jumlah penduduk
wanita sebanyak 230 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 111 KK.
Sebagian besar penduduk gampong ini adalah penduduk asli desa tersebut, dan

%1 Data Gampong Blang Mane Dua Meunasah, tahun 2022
92 Data Gampong Blang Mane Dua Meunasah, tahun 2022
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hanya sebagian kecil pendatang yang menikah dengan warga gampong Blang

Mane Dua Meunasah.®®

Table 2. Data penduduk gampong blang mane dua meunasah

No Penduduk Jumlah

1 | Jumlah Kepala Keluarga 111 KK
2 | Jumlah penduduk 441

3 | Jumlah laki-laki 211

4 | Jumlah perempuan 230

Sumber: Data Gampong Blang Mane Dua Meunasah, tahun 2022
Rata-rata penduduk gampong Blang Mane Dua Meunasah memiliki

profesi sebagai petani, buruh, nelayan, dan profesi jasa lainnya yang tidak
menentu, masih sangat sedikit yang memiliki pendapatan selain jenis pekerjaan
tersebut. Namun, seiring keluarnya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
dengan bantuan anggaran yang sangat besar bagi desa-desa di seluruh Indonesia,
gampong Blang Mane Dua Meunasah merasa optimis jika dana tersebut

nantinya dapat digunakan untuk memperkuat pondasi ekonomi gampong dan

masyarakat.**

Table 3. Data jumlah penduduk menurut mata pencaharian

No Nama pekerjaan Jumlah
1 | Petani 83 jiwa
2 | Buruh 51 jiwa
3 | Buruh industri 1 jiwa
4 | Buruh bangunan 21 jiwa
5 | Pengangkutan 3 jiwa
6 TNI/POLRI/PNS 16 jiwa
7 | Pensiunan 4 jiwa
8 | Pedagang/pengusaha 9 jiwa

93 Data Gampong Blang Mane Dua Meunasah, tahun 2022
% Data Gampong Blang Mane Dua Meunasah, tahun 2022
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9 | Nelayan 22 jiwa
10 | Jasa lainnya 231 jiwa
JUMLAH 441 jiwa

Sumber: Data Gampong Blang Mane Dua Meunasah, tahun 2022

B. Praktik Multi Akad Pada Gadai Sawah yang Terjadi di Gampong
Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam
Kabupaten Bireuen

Secara teoritis, gadai merupakan salah satu bagian dari kebutuhan, dan
dengan gadai tersebut terciptanya keharmonisan antar masyarakat. Gadali
dibolehkan dalam Islam karena gadai merupakan salah satu wujud tolong
menolong dengan tidak mengambil keuntungan dari rahin (orang yang
meminjam). Karena sesungguhnya akad gadai pada awalnya merupakan akad
hutang piutang atau pinjam meminjam uang akan tetapi untuk ketentraman hati
orang yang memberikan pinjaman agar merasa aman bahwa uang yang akan
dipinjamkan akan dikembalikan oleh orang yang berhutang, jika dia tidak dapat
mengembalikannya maka barang berharga yang digadaikan tadi dapat pula
dijualnya untuk pengganti hutang tadi. *®

Gadai sawah yang sering terjadi di gampong Blang Mane Dua Meunasah
umumnya dilakukan antar individu, jarang sekali dilaksanakan di lembaga
keuangan. Akad gadai diawali dengan pihak rahin mendatangi kediaman pihak
murtahin (penerima gadai) yang dianggap bisa membantu, dan menyampaikan
maksudnya untuk meminjam uang dengan menawarkan sawah sebagai
jaminannya. Jika pihak murtahin (penerima gadai) mempunyai cukup uang
untuk dipinjamkan oleh pihak rahin (penggadai), dan pihak murtahin sudah
mengetahui kualitas dan letak sawah yang digadaikan, maka terjadilah

kesepakatan (akad). Kebiasaan masyarakat di gampong Blang Mane Dua

SAhmad Mufidin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah:
Studi Kasus Desa Warungpring, Kec. Warungpring, Kab. Pemalang”, (Skripsi), Fakultas
Syari‘ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Purwokerto, 2017, him.5.



44

Meunasah melakukan akad ini dengan lisan dan tidak tertulis, alasannya karena
sama-sama mempercayai satu sama lain.

Praktik gadai sawah yang terjadi di gampong Blang Mane Dua
Meunasah berbeda pada umumnya. Sawah gadai yang dijadikan jaminan hutang
oleh pihak rahin biasanya dimanfaatkan oleh pihak rahAin itu sendiri atau
disewakan oleh pihak murtahin sampai hutang tersebut terlunasi, ataupun
berkerja sama untuk mengelolanya. Kebiasaan masyarakat di gampong Blang
Mane Dua Meunasah, sawah gadai tersebut digarap sama-sama oleh pihak rahin
dan murtahin sampai hutang gadai tersebut terlunasi. Kerja sama ini dilakukan
atas niat tolong menolong supaya pihak rahin dapat mengambil manfaat dari
sawah tersebut meskipun sudah digadaikan.

Menurut keterangan dari Ibu Yuslina, pada tahun 2019 ia terpaksa
menggadaikan sawahnya karena butuh uang Rp 30.000.000,00 untuk biaya
pendidikan anaknya, membayar hutang, modal usaha, dan biaya kebutuhan
lainnya. Ibu Yuslina mendatangi kediaman Ibu Reniwati dan memberitahu besar
uang yang dibutuhkan dan menawarkan sawah yang dimilikinya sebagai
jaminan hutang dengan luas 4 aree (800 m?). Kemudian penerima gadai
(murtahin) menerima lahan sawah sebagai jaminannya. Dalam gadai ini tidak
ada jangka waktu dan di saat Ibu Yuslina sudah mampu membayar hutangnya,
maka sawah tersebut dapat diambil kembali.

Beberapa bulan kemudian Ibu Yuslina mendatangi kediaman Ibu
Reniwati untuk menawarkan kerja sama mengelola sawah tersebut, dimana
pihak murtahin yang memberikan modalnya, sedangkan pihak rahin yang
menggarapnya. Alasan utama pihak rahin menawarkan kerjasama dengan pihak
murtahin melainkan adanya rasa saling percaya antara kedua belah pihak, serta
pihak murtahin memiliki cukup modal dalam menjalankan kerjasama tersebut.
Dalam perjanjian tersebut hasil panen dari sawah gadai itu dibagi atas

kesepakatan bersama, dimana pihak murtahin (Ibu Reniwati) mendapat 1/3, dan
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pihak rahin (Ibu Yuslina) mendapat 2/3. Perjanjian gadai yang dilakukan lbu
Yuslina ini tidak dilakukan di tempat resmi akan tetapi hanya perjanjian secara
lisan dengan pihak penerima gadai (murtahin), alasannya karena sama-sama
saling percaya. Uang yang dipinjamkan juga tidak berpatokan dengan seberapa
luas lahan yang digadaikan, akan tetapi hanya sesuai dengan kebutuhan
penggadai sendiri. Gadai sawah yang dilakukan Ibu Yuslina ini sudah berjalan 3
tahun karena dalam perjanjian gadai ini tidak ditetapkan adanya batasan waktu
pembayarannya, jadi sebelum penggadai bisa menebus sawahnya maka sawah
tersebut tetap berada dalam pengawasan pihak penerima gadai (murtahin).%
Menurut lbu Reniwati selaku pihak penerima gadai (murtahin) bahwa
tujuannya menerima gadai sawah adalah untuk membantu saudaranya yang
sedang membutuhkan. la juga menerangkan bahwa apabila pihak penggadali
(rahin) belum bisa melunasi hutangnya maka sawah tersebut tetap berada dalam
pengawasannya. Ibu Reniwati juga membenarkan bahwa ia dan pihak rahin
melakukan kerjasama untuk menggarap sawah gadai tersebut. Sawah gadai
tersebut tidak digunakan, jadi Ibu Yuslina mengajak untuk bekerja sama
mengelola sawah tersebut. Ibu Reniwati. menjelaskan bahwa ia hanya
memberikan modal saja, tetapi tidak ikut menggarapnya, karena jaraknya yang
jauh dan tidak ada waktu untuk menggarapnya. Pemberian modal diberikan
secara bertahap, yakni pembelian bibit, bajak sawah, penanam padi (seumula),
pupuk, racun hama, semprot racun hama, dan biaya panen yang biayanya
menghabiskan £Rp. 1.250.000,00. Mengenai lebih dan kurangnya hasil panen
pihak rahin maupun murtahin sudah sama-sama rida (rela), dan sudah berjalan 3

tahun.%’

% Hasil wawancara dengan Ibu Yuslina, Ranin pada praktik gadai sawah di gampong
Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen pada tanggal 25
April 2022,

% Hasil wawancara dengan lbu Reniwati, Murtahin pada praktik gadai sawah di

gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen pada
tanggal 04 Mei 2022.
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Menurut keterangan di atas menunjukkan bahwa adanya praktik multi
akad yang terjadi pada praktik gadai sawah di gampong Blang Mane Dua
Meunasah, yaitu akad rahn dan akad mukhabarah. Dalam praktik gadai sawah
ini tidak ada perjanjian mengenai batas waktu pengembalian hutang, artinya
sewaktu-waktu pihak rahin bisa menembus sawahnya maka sawah tersebut bisa
kembali kepadanya. Dalam hukum Islam, tidak adanya batasan waktu dalam
aplikasi gadai tidak sesuai dengan hukum Islam, karena kalau orang yang
berhutang (rahin) tidak menentukan batas waktu menggadaikan sawahnya
kepada pemberi hutang (murtahin) akan menimbulkan adanya ketidakadilan dan
kezaliman antara pihak penggadai dan penerima gadai, dan hal seperti itu dalam
transaksi muamalah tidak dibenarkan. Rasulullah juga telah menjelaskan dalam
sebuah hadis yang menganjurkan adanya ketentuan waktu jatuh tempo dalam

sebuah akad. yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim r.a:
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Dari Ibnu Abbas r.a, 1a berkata, Rasulullah SAW tiba di kota Madinah
ketika orang-orang sedang mempraktikkan jual beli dengan sistem salaf
(uang bayar di awal) kemudian buah (kurma) baru diterima dalam waktu
satu atau dua tahun. Maka beliau bersabda, Barang siapa yang
melakukan jual beli dengan sistem salaf hendaknya dengan takaran yang
diketahui dan timbangan yang diketahui serta batas waktu yang diketahui
pula. (HR. Bukhari).

Menurut Bapak Mahdi selaku Keuchik di gampong Blang Mane Dua
Meunasah, praktik gadai ini sudah lumrah terjadi, khususnya masyarakat yang
ada di gampong Blang Mane Dua Meunasah. Kebiasaan masyarakat di sini

menggadaikan sawahnya untuk mencukupi kebutuhan dan membayar

hutangnya. Masyarakat di gampong ini biasanya menggadaikan sawahnya

98 Az-Zabidi, Mukhtashar Shahih al-Bukhari, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), him. 439.
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kepada tetangga atau saudaranya, hanya saja masyarakat di sini dalam
melakukan praktik gadai ini dilakukan secara individu alasannya karena
menggadaikan tanahnya kepada saudaranya atau kepada orang yang dipercayai,
jarang sekali yang mengikutsertakan perangkat gampong, karena kebiasaan
disini kalau menggadaikan sawahnya hanya melalui lisan tanpa perjanjian
tertulis, sehingga kalau ada perselisihan sulit mendapatkan perlindungan
hukum.®®

Menurut Bapak Ahmad Yani selaku tokoh masyarakat di desa Blang
Mane Dua Meunasah, perjanjian gadai sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di
gampong ini, biasanya sawah yang digadaikan akan digarap oleh pihak yang
menerima gadai, dengan cara pihak penerima gadai menyewa sawah tersebut
sampai hutangnya terlunasi, dan pihak rahin dapat bayaran sewa atas sawahnya
dan itu sangat membantu pihak rahin. Selain itu ada juga yang melakukan kerja
sama menggarap sawah tersebut, ada yang sama-sama menggarap, ada juga
yang satu memberikan modal, satu lagi menggarapnya, dan hasil panennya nanti
dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, jadi pihak rahin bisa menikmati hasil
dari sawahnya walaupun sudah digadaikan. Praktik gadai yang kedua ini yang
lebih sering dipraktikkan.®

Dalam gadai pihak murtahin hanya memegang Sertifikat Tanah,
sedangkan yang berhak atas barang jaminan itu ialah pihak rahin. Jadi pihak
rahin boleh menyewakan sawah tersebut ke orang lain, tetapi harus ada izin dari
pihak murtahin. Mengenai modal kerjasama antara pihak rahin dan murtahin,
ataupun pihak rahin dengan pihak lain, modalnya tergantung jenis bibit yang

dibeli, ataupun tergantung kebutuhan, untuk bagi hasilnya tetap sama, yaitu 1/3,

% Hasil wawancara dengan Bapak Mahdi selaku Keuchik di gampong Blang Mane Dua
Meunasah, pada tanggal 15 Mei 2022.

100Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Yani selaku tokoh masyarakat di gampong
Blang Mane Dua Meunasah, pada tanggal 16 Mei 2022.
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2/3, dan 50;50 (apabila sama-sama memberikan modal, dan sama-sama
menggarapnya).®

Menurut keterangan di atas menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat
gampong Blang Mane Dua Meunasah dalam melakukan praktik gadai jarang
sekali yang mengikutsertakan perangkat gampong. Praktik gadai yang terjadi di
gampong Blang Mane Dua Meunasah ini biasanya sawah yang sudah
digadaikan akan digarap oleh pihak murtahin dengan cara disewakan, ataupun
sawah gadai tersebut dikelola sama-sama oleh pihak rahin dan murtahin dalam
sistem bagi hasil. Menurut peneliti praktik gadai sawah ini sangat membantu
pihak rahin dalam melunasi hutangnya kepada pihak murtahin, karena walaupun
sawahnya sudah digadaikan pihak rahin tetap bisa mendapatkan hasil dari

sawahnya tersebut.

C. Praktik Multi Akad Pada Gadai Sawah di Gampong Blang Mane Dua
Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen
Menurut Hukum Islam.

Praktik gadai sawah yang terjadi di gampong Blang Mane Dua
Meunasah adalah pihak rahin menjadikan sawahnya sebagai jaminan hutang.
Sawah gadai tersebut dikelola bersama oleh pihak rahin dan murtahin, dimana
pihak rahin yang menggarap, sedangkan pihak murtahin yang memberikan
modal, hal ini dikarenakan pihak murtahin yang jauh dengan lokasi sawah gadai
tersebut. Dalam perjanjian hasil panen dari sawah gadai itu dibagi atas
kesepakatan bersama, dimana pihak murtahin mendapat 1/3, dan pihak rahin
mendapat 2/3. Sehingga kalau kita lihat praktik gadai tersebut seakan-akan
mengandung dua perjanjian dan dua akad (multi akad), yang mana perjanjian
pertama adalah akad rahn, dan disusul dengan akad yang kedua yakni akad

mukhabarah.

101Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Yani selaku tokoh masyarakat di gampong
Blang Mane Dua Meunasah, pada tanggal 4 November 2022.
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Ulama Malikiyah melarang praktik multi akad dari akad-akad yang
berbeda hukumnya seperti akad gard dengan Jjjarah, karena akad ijarah itu
termasuk akad jual beli, yakni jual beli jasa. Larangan ini didasari atas larangan
Nabi SAW menggabungkan akad salaf dan jual beli. Seperti hadis yang
diriwayatkan oleh Imam Malik dari Malik, Rasulullah SAW bersabda:
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Bersumber dari Malik; sesungguhnya dia mendengar bahwa Rasulullah
SAW melarang dari sebuah akad jual beli dan pesanan. Perjelasnya
demikian: seseorang bilang kepada orang lain: “Aku ambil barangmu
sekian dan sebagai imbalannya kamu meminjamkan aku ini dan ini”,
maka akad jual beli yang seperti itu jelas tidak boleh, kecuali kalau tidak
ada syarat meminjamkan. (HR. Imam Malik).

Penggabungan antara jual beli ‘dan pinjaman karena dua akad ini
mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang
tergolong ke dalam jenis akad mu’awadah (komersial), yaitu transaksi yang
identik dengan perhitungan untung-rugi, sedangkan salaf adalah kegiatan sosial
yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia
yang tergolong akad tabarru’ (tolong menolong/sosial).

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah, ulama
Syafi’iyah, dan Hambali mengemukakan bahwa hukum dari multi akad itu sah
dan diperbolehkan dalam syariat Islam.*®® Ulama yang membolehkan multi akad
beralasan bahwa hukum asal dari syarak merupakan bolehnya melakukan
transaksi multi akad, selama tidak ada dalil yang melarangnya, apabila terdapat
dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, namun

192)mam Malik bin Anas, al-Muwatta’ Imam Malik,..., him. 242-243.
1931hid, him. 168.
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mengecualikan pada permasalahan yang diharamkan menurut dalil itu.'%
Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai
riba, seperti menggabungkan gard dengan akad yang lain, karena adanya
larangan hadis menggabungkan jual beli dan qard. Demikian pula
menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli tunai (cash) dalam satu transaksi.

Aliudin Za’tary dalam bukunya Figh Mu‘amalah al-Maliyah al-
Mugaran, sebagaimana dikutip Abdulahanaa menyatakan, tidak ada larangan
dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad
mu ‘awadah (pertukaran/bisnis) maupun akad tabarru’. Hal ini berdasarkan
keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (wafa’) syarat-
syarat dan akad-akad. Menurut Ibn Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat
di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang
haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada aturan agama kecuali yang
disyariatkan.'%®

Pendapat ini didasarkan pada beberapa nash yang menunjukkan
kebolehan multi akad dan akad secara umum, yaitu firman Allah dalam surat a/-
Maidah ayat 1 yang berbunyi:
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Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad.

Akad (perjanjian) dalam ayat ini disebutkan secara universal, tidak
menunjuk pada akad tertentu, maksudnya seluruh akad diperbolehkan oleh
Allah serta orang mukmin harus memenuhi akad-akad mereka, baik janji hamba
kepada Allah maupun perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan
sesamanya, termasuk akad-akad maliyah atau tijari. Dalam ayat ini Allah tidak
melarang manusia untuk melakukan akad, bahkan Allah memerintahkan agar

orang yang beriman menunaikan akad-akad mereka. Lafaz ‘uqgud ini disebutkan

104Burhanuddin Susamto, “Tingkat Penggunaan Multi Akad..., him. 209.
105Apdulahanaa, Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad..., him. 70
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secara umum tidak menunjuk pada akad tertentu. Artinya, semua akad yang
telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya hukumnya sah, termasuk
akad yang diberlakukan secara bersamaan (multi akad).

Hukum asal dari syarak adalah bolehnya melakukan transaksi multi
akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri
hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang
melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi ditetapkan pada
permasalahan yang diharamkan menurut dalil itu. Demikian pula dengan Ibn al-
Qayyim, sebagaimana dikutip oleh Abdulahanaa, ia berpendapat bahwa hukum
asal dari akad adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama.
Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad yang belum dijelaskan
keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah
menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan
haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidaklah boleh
mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan, begitu pula
tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.%®

Menurut Mawardi dalam bukunya yang berjudul Hukum Perbankan
Syariah menyatakan, jumhur ulama mengharamkan ‘uqud al-murakkabah antara
berbagai akad yang berbasis pada hai’ (jual beli) dengan gard/salaf. Semua
unsur jual beli dilarang untuk dihimpunkan dengan gard dalam satu transaksi,
seperti antara Jjjarah dan gqard, salam dan gqard, sharf dan gard ~ dan
sebagainya.'?’

Jadi kalau dilihat dari beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan
bahwa praktik multi akad pada gadai sawah yang terjadi di Gampong Blang
Mane Dua Meunasah, Kabupaten Bireuen adalah sah, karena dalam praktik
multi akad ini tidak ada unsur riba, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Menurut

106 Apdulahanaa, Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad..., him. 70-71

"Mawardi, Hukum Perbankan Syariah: Kajian Progresifitas ‘Ugqudul Murakkabah,
(Yogyakarta: Kalimedia, Cet. I, 2021), him. 55
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penulis pendapat Imam Malik yang melarang multi akad apabila multi akad
tersebut terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang dalam agama. Prinsip umum
dari multi akad yang sah adalah harus terhindar dari riba, gharar, dan berbagai
larangan yang telah dijelaskan dalam transaksi muamalah. Jika praktik multi
akad terhindar dari segala bentuk larangan tersebut, maka hukumnya kembali
kepada hukum asal, yakni kebolehan dalam berakad. Hal ini seperti tertera

dalam ga’idah yang berkaitan dengan bermuamalah, yaitu:
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Hukum asal dalam suatu bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada
dalil yang menunjukkah keharamannya.

Berdasarkan kaidah tersebut, dapat diketahui bahwa penggabungan dua
akad atau lebih dibolehkan, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun
dalil yang melarang praktik multi akad, tidak dipahami sebagai larangan mutlak,
melainkan karena adanya larangan yang disertai dengan unsur keharaman,

seperti gharar, riba, dan maysir.

198, Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih. .., him. 130.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah
dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:

1. Praktik multi akad pada gadai sawah yang terjadi di Gampong Blang
Mane Dua Meunasah adalah perjanjian gadai yang terjadi tanpa adanya
batasan waktu dan tanpa adanya bukti tertulis. Dalam perjanjian ini,
pihak rahin meminjam uang kepada pihak murtahin dengan sawah
sebagai jaminannya, dan sawah tersebut dikelola sama-sama oleh pihak
rahin dan murtahin sampai hutangnya terlunasi, dengan sistem bagi hasil
1/3 bagi murtahin dan 2/3 bagi rahin. Dalam hal ini ada dua macam
pelaksanaan akad, yaitu akad rahn (gadai), dan mukhabarah (Kerja
sama).

2. Menurut hukum Islam praktik multi akad dalam gadai sawah yang
terjadi di Gampong Blang Mane Dua Meunasah adalah sah. Karena di
dalam praktik multi akad tersebut tidak mengandung unsur riba,
penipuan, ataupun ketidakjelasan. Dilihat dari syarat dan rukun dari
masing-masing akad itu sudah sesual dengan ketentuan hukum Islam.
Jika syarat dan akad yang ada di dalam transaksi itu sah secara syariat,
maka transaksi multi akad tersebut dapat dikatakan sah. Hukum Islam
melarang praktik multi akad apabila di dalamnya terdapat unsur riba,
penipuan, atau ketidakjelasan.

B. Saran
1. Kepada masyarakat di Gampong Blang Mane Dua Meunasah dalam

bermuamalah khususnya dalam praktik gadai sebaiknya dalam praktik

53
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gadai harus adanya ketetapan waktu yang jelas, agar tidak menimbulkan
berbagai macam kerugian di kemudian hari.

. Pihak rahin dan murtahin dalam melakukan akad gadai untuk ke
depannya sebaiknya dilakukan secara tertulis tidak cukup hanya sebatas
perjanjian secara lisan. Apabila perjanjian gadai yang dilakukan
memungkinkan terjadinya ingkar janji atau wanprestasi, maka pihak
pemerintahan desa dapat memberikan perlindungan sesuai dengan apa
yang ada di dalam undang-undang.

. Kepada penulis selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai
bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan dapat digunakan
sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian

selanjutnya.
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Lampiran 4: Pertanyaan wawancaea dengan pihak rahin (penggadai) dalam

ok wdE

~

10.
11.

12.

13.
14.

praktik gadai sawah di gampong Blang Mane Dua Meunasah,
Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen.

Apa alasan Ibu Yuslina menggadaikan sawah ?

Kepada siapa ibu menggadaikan sawah tersebut ?

Bagaimana praktik gadai sawah yang ibu lakukan ?

Berapa luas sawah yang ibu gadaikan ?

Apakah ada jangka waktu dalam praktik gadai ini ?

Apakah sawah gadai tersebut dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai
(murtahin) ?

Siapa yang mengelola sawah gadai tersebut ?

Bagaimana praktik kerjasama yang ibu lakukan dengan pihak penerima
gadai (murtahin) ?

Kenapa Ibu Yuslina melakukan kerjasama dengan pihak penerima gadai
(murtahin) ?

Bagaimana sistem bagi hasil terhadap kerjasama yang ibu lakukan ?
Apakah praktik gadai yang ibu lakukan disaksikan oleh perangkat
gampong ?

Apakah uang yang ibu pinjam berpatokan dengan luas sawah yang
digadaikan ?

Sejak kapan ibu sudah melakukan praktik gadai sawah tersebut ?
Berapa lama ibu sudah menggadaikan sawah tersebut ?
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Lampiran 5: Pertanyaan wawancara dengan pihak murtahin (penerima

A w0 np P

o1

penggadai) dalam praktik gadai sawah di gampong Blang Mane
Dua Meunasah, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten
Bireuen.

Apa alasan ibu menerima gadai tersebut ?

Apakah ibu memanfaatkan sawah gadai tersebut ?

Kenapa ibu tidak mengelola sawah gadai tersebut ?

Apakah ibu melakukan kerjasama dengan pihak penggadai (rahin) untuk
mengelola sawah tersebut ?

Berapa modal yang ibu keluarkan untuk kerjasama tersebut ?

Apakah modal tersebut diberikan secara bertahap ?

Sudah berapa lama kerjasama yang ibu lakukan dengan pihak rahin ?
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Lampiran 6: Pertanyaan wawancara dengan Keuchik (kepala desa) di gampong
Blang Mane Dua Meunasah, Kecamatan Simpang Mamplam,
Kabupaten Bireuen.

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap praktik gadai yang terjadi di
masyarakat gampong Blang Mane Dua Meunasah ini ?

2. Apayang menjadi latar belakang masyarakat melakukan gadai ?

3. Apakah masyarakat dalam melakukan praktik gadai melibatkan
perangkat gampong ?

4. Kepada siapa biasanya masyarakat menggadaikan sawahnya ?

5. Berapa jumlah gampong yang ada di Kecamatan Simpang Mamplam ?

6. Berapa jumlah kemukiman, jumlah gampong yang ada dalam satu
mukim, dan nama-nama gampong yang terdapat di Kecamatan Simpang

Mamplam ?
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Lampiran 7: Pertanyaan wawancara dengan masyarakat gampong Blang Mane
Dua Meunasah, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten
Bireuen.

1. Bagimana asal usul penamaan gampong Blang Mane Dua Meunasah ?

2. Bagaimana bentuk tradisi gadai yang ada di gampong Blang Mane Dua
Meunasah ?

3. Bagaimana praktik gadai yang sering dilakukan oleh masyarakat ?

4. Apakah pihak rahin (penggadai) boleh menyewakan sawah gadai
tersebut kepada orang lain, bukan kepada murtahin (penerima gadai) ?

5. Apakah nisbah bagi hasil dan besarnya modal dari murtahin sama
dengan nisbah bagi hasil dan besarnya modal jika dilakukan kerjasama

dengan orang lain, bukan dengan murtahin ?
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Lampiran 8: Dokumentasi

|\
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Wawancara dengan Ibu Yuslina selaku pihak raAin pada praktik
Gadai sawah di Gampong Blang Mane Dua Meunasah, Kabupaten Bireuen

Wawancara dengan Ibu Reniwati selaku pihak murtahin pada praktik
Gadai sawah di Gampong Blang Mane Dua Meunasah, Kabupaten Bireuen



Wawancara denn Bapak Mahdi selaku Keuchik (Kepala Desa)
Gampong Blang Mane Dua Meunasah, Kabupaten Bireuen
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Wawancara dengan masyarakat Gampong Blang Mane Dua Meunasah,
Kabupaten Bireuen
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